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PENGANTAR 
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dalam peningkatan mutu pendidikan padn umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga 
diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan 
pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, serta 
telah diseminarkan ditingkat nasional. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi 
pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri 
Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
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yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian tahun 2012. Kami yakin tanpa 
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RINGKASAN 

Penelitian ini dirancang pelaksanaannya dalam dua tahun, dengan sasaran 

akhir adalah : (1) menghasilkan rumusan strategi dan alternatif kebijakan perluasan 

akses perempuan terhadap pendidikan menengah ; (2) melakukan sosialisasi strategi 

perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah pada Dinas Pendidikan, 

baik provinsi maupun kabupatenkota terpilih. Dalam upaya pencapaian sasaran akhir 

tersebut, maka penelitian tahun pertama memfokuskan diri kepada tiga ha1 yaitu : (1) 

memetakan strategi perluasan akses perempuan yang dilakukan oleh pihak 

keluargdmasyarakat, sekolah dan pemerintah daerah ; (2) menganalisis berbagai 

strategi perluasan akses yang dilakukan oleh tripartit dan relevansinya dengan 

kebijakan terhadap perluasan akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan 

menengah ; dan (3) menghasilkan strategi dan rumusan alternatif kebijakan perluasan 

akses perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat. 

Untuk mengkaji fokus penelitian tersebut, maka kajian literatur yang 

dilakukan mengelaborasi hal-ha1 yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan 

gender dalam pendidikan, urgensi perluasan akses perempuan dalam pendidikan, 

- kebijakan-kebijakan nasional dan internasional tentang keadilan gender dalam 

pendidikan, program-program pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, 

serta hal-ha1 yang relevan dengan strategi perluasan akses perempuan terhadap 

pendidikan menengah. 

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang dan Kabupaten Limapuluh Kota 

dengan informan pihak sekolah, masyarakatkeluarga, dan pemerintah daerah (dinas 

pendidikan kabupatentkota dan UPT Kecamatan). 

Hasil penelitian menunjukkan hal-ha1 sebagai berikut : 

1. Kebijakan sekolah cenderung netral gender dan tidak ada kebijakan afirmasi 

yang diberlakukan bagi perluasan akses perempuan untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau melanjutkan ke perguruan tinggi. 

Kebijakan sekolah yang cenderung netral gender berdampak pada'perolehan 

manfaat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (laki-laki biasanya 

mendapatkan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan). 

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh keluargdmasyarakat, sekolah, ataupun 

pemerintah untuk perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah 



masih dilakukan secara parsial. Untuk itu perlu sinergisitas dalam menyusun 

kebijakan strategis yang melibatkan tripartit, dimana pemerintah daerah 

berperan sebagai inisiator kebijakan. 

3. Kebijakan strategis yang perlu dilakukan dengan melibatkan sinergisitas 

tripartit pendidikan, antara lain sosialisasi terpadu tentang perluasan akses 

perempuan terhadap pendidikan menengah, menginisiasi kebijakan yang 

komprehensif antara pihak sekolah, keluarga/masyarakat, dan pemerintah 

daerah sebagai blue print bagi perluasan akses perempuan terhadap 

pendidikan menengah dan melakukan program monitoring dan evaluasi 

terhadap tindakan afirmasi yang telah disusun oleh tripartit tersebut. 



SUMMARY 

The study was designed within two years, with the final goals are: (1) 

Generating the alternative formulation of strategies and policies in expanding 

women's access to secondary education, (2) Dissemination the strategy of expanding 

women's access to secondary education at the Department of Education, the provincial 

and district 1 selected cities. In efforts to achieve the ultimate goal, then the first year 

of the study was focused on three things: (1) Mapping the strategy of expanding 

women's access by the family 1 community, schools and local governments, (2) 

Analyzing various strategies undertaken by tripartite and its relevance to policy in 

expanding women's access to secondary education, and (3) Generating the strategies 

and the formulation of alternatives policy in expanding women's access to secondary 

education in West Sumatra. 

To study the research focus, the conducted literature review elaborated matters 

relating to gender equality and equity in education, the urgency of expanding women's 

access to education, national policies and international gender equity in education, 

women's empowerment programs in the field of education and other matters relevant 

to the strategy of expanding women's access to secondary education. 

The research was conducted in Padang and the District of Fifty Cities with 

informants from the school, community 1 family, and local government (district 

education off~ces / city and district UPT). 

The results of the research showed the following : 

1. School policies tend to be gender neutral and there is no affirmation policy in 

place for the expansion of access of women to continue their education to a 

higher level or college. School policies tend to be gender neutral impact on the 

acquisition of benefits differ between men and women (men usually get higher 

benefits than women). 

2. The efforts made by the family / community, school, or government for the 

expansion of women's access to secondary education was done partially. For 

that we need synergy in developing strategic policy involving tripartite, in 

which the government acts as an initiator of policy. 

3. Strategic policy that needs to be done with the involvement of tripartite 

synergy of education, including socialization integrated on expanding 



women's access to secondary education, initiated a comprehensive policy 

between the school, family / community, and local governments as a blueprint 

for the expansion of women's access to secondary education and do program 

monitoring and evaluation of affirmative action that has been prepared by the 

tripartite. 





BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang. 

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan alat penting dalam mencapai 

kesetaraan dan keadilan gender. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan 

menguntungkan baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang pada gilirannya akan 

mempermudah terjadinya kesetaraan (equityl dalam relasi antara perempuan dan laki- 

laki dewasa pada masyarakat yang lebih luas. 

Untuk itu berbagai regulasi telah diciptakan, mulai dari pasal 3 1 UUD 1945 

yang tidak membedakan hak untuk mengenyam pendidikan bagi perempuan dan laki- 

laki. UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No.7 tahun 1984 

tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan sampai kepada Inpres No.9 

tahun 2000 tentang Pengarusutam'aan Gender (PUG). Kesemua regulasi tersebut 

memberikan jaminan hukum bagi persamaan kesempatan untuk laki-laki dan 

perempuan dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Namun dalam 

realitasnya, statistik gender secara nasional maupun lokal menggambarkan adanya 

kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Hal ini 

ditunjukkan oleh besarnya angka buta huruf, angka putus sekolah, dan menamatkan 

pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dialami perempuan. 

Di Sumatera Barat berdasarkan buku profil statistik dan indikator gender 

Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, terlihat bahwa selama kurun waktu 1996 - 2000 

persentase penduduk perempuan berumur 10 - 44 tahun yang buta huruf relatif lebih 

besar dibanding laki-laki. Demikian juga dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan. 

Tampak bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin sedikit jumlah perempuan 



yang dapat menamatkan pendidikan dibandingkan dengan laki-laki. Dengan kata lain 

akses perempuan untuk menjangkadmenamatkan pendidikan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi perlu mendapatkan perhatian. 

Perluasan akses perempuan terhadap pendidikan telah menjadi kebijakan 

utama di beberapa negara berkembang selama lebih dari tiga dekade terakhir ini, 

termasuk Negara Indonesia. Jika dirunut ke belakang, perbincangan tentang 

pendidikan perempuan telah dimulai sejak tahun 1970 sejalan dengan lahirnya kritik 

di kalangan feminis terhadap model pembangunan yang merugikan perempuan. Kritik 

yang dilancarkan kaum feminis dunia tersebut, pada akhirnya melahirkan 

rekomendasi akan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Lima tahun kemudian 

diselenggarakan Konferensi Dunia I tentang perempuan di Mexico City pada tahun 

1975 yang secara tegas merekomendasikan kepada seluruh negara anggota agar diberi 

kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi perempuan (Ihromi, 2000). Konferensi 

Dunia IV tentang perempuan yang berlangsung di Beijing tahun 1995 pada akhirnya 

menetapkan rencana program aksi di 12 bidang kritis, yang diantaranya adalah 

tentang perempuan dan pendidikan. 

Di Indonesia secara normatif, negara telah mengambil peran penting untuk 

memajukan perempuan di segala bidang sebagaimana tertera dalam pasal 28c ayat 1 

UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak 

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasamya, mendapatkan 

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni serta 

budaya serta meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan umat manusia. Landasan 

hukum lain yang memastikan terciptanya kesetaraan gender adalah UU No.7 tahun 

1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 



Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan, program dan kelembagaan termasuk 

bidang pendidikan. Lebih khusus lagi UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional juga telah membuat beberapa paradigma baru yang lebih 

memberi kesempatan seluas-luasnya bagi laki-laki dan perempuan untuk 

beraprtisipasi dalam pendidikan. 

Rangkaian kebijakan pendidikan yang responsif tersebut ternyata tidak 

memberikan kesetaraan dan keadilan dalam tataran empiris. Menurut Arivia (2002) 

persoalannya adalah dalam pelaksanaannya ternyata pendidikan bukanlah sesuatu 

yang bebas nilai, karena ia merupakan produk konstruksi sosial. Terlebih-lebih ada 

jenis kelamin dalam masyarakat yaitu perempuan yang tidak selalu diuntungkan 

akibat konstruksi sosial tersebut. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal 

merupakan lembaga sosial yang amat penting dalam membentuk dan kemudian 

memposisikan individu laki-laki dan perempuan pada golongan dan strata tertentu 

dalam masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya cenderung menjadi penyebab 

munculnya berbagai bentuk ketidakadilan. 

Statistik gender secara nasional menggambarkan adanya kesenjangan antara 

laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Supriandi, dkk. (2001) dalam buku 

Fakta, Data dan Informasi Kesenjangan Gender di Indonesia menyebutkan bahwa 

angka partisipasi sekolah (APS) terlihat dominan rendah dalam usia 12 -1 8 tahun, 

sedangkan persentase perempuan yang buta huruf dua kali lebih besar dari laki-laki 

(13, 85% dan 6,26%). Sementara jika dilihat dari pendidikan yang ditamatkan 

perempuan lebih rendah dari laki-laki. Perempuan yang tidak menamatkan pendidikan 

dua kali lebih banyak bila dibandingkan dengan laki-laki yaitu 13,32% untuk 



perempuan dan 5,96% untuk laki-laki. Pendapat senada dikemukakan oleh Arivia 

(2002), rata-rata angka masuk sekolah perempuan adalah 49,18% sedangkan laki-laki 

50,82% di tingkat sekolah dasar. Untuk tingkat SLTP angka masuk siswa perempuan 

turun menjadi 46,43% sedangkan laki-laki menjadi 53,56%. Sementara di tingkat 

SLTA angka masuk perempuan mencapai 41,45% sedangkan laki-laki 58,55%. Di 

perguruan tinggi, rata-rata angka masuk perempuan hanya 33,36%, sedangkan laki- 

laki 66,44%. Dengan demikian, angka-angka statistik partisipasi bersekolah 

masyarakat tersebut menunjukkan makin tinggi tingkat jenjang pendidikan maka 

makin rendah akses perempuan terhadap pendidikan. 

Di Sumatera Barat berdasarkan profil statistik dan indikator gender Provinsi 

Sumatera Barat tahun 2000, terlihat bahwa selama kurun waktu 1996 - 2000 juga 

memperkuat kenyataan bahwa rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan 

apabila dibandingkan dengan laki-laki. Indikator lain yang dapat menggambarkan 

perluasan akses dan pemerataan kesempatan masyarakat dalam mengenyam 

pendidikan adalah gambaran siswa oputus sekolah (angka putus sekolah). Tabel 

berikut akan mengungkapkan jumlah siswa putus sekolah di Sumatera Barat untuk 

tahun ajaran 200612007. 



Tabel 1 : Jumlah Siswa Putus Sekolah di Sumatera Barat Tahun Ajaran 200612007. 

Dari data pada tabel 1 dapat dipaharni bahwa : Pertama, kesempatan untuk 

16. 
17. 
18. 
19. 

memperoleh akses dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan ternyata 

.- belum merata menjangkau semua lapisan masyarakat yang menyebar pada daerah 

Kota Sawahlunto 
Kota Solok 
Kota Payakumbuh 
Kota Pariaman 

kota dan desa. Hal ini ditandai dengan jumlah siswa putus sekolah bervariasi pada 

J u m l a h  

masing-masing daerah. Kedua, jumlah siswa putus sekolah SMP dan sederajat 

4 
30 
44 
19 

ternyata lebih tinggi (dominan) bila dibandingkan dengan SD dan SMA. Hal ini 

Sumber : Data Statistik Subdin Program Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, 2008. 
2.085 

berindikasi rendahnya akses siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 

0 
0 
0 
10 

lebih tinggi. 

47 

Fenomena kesenjangan gender di bidang pendidikan sebagaimana terungkap 

49 
28 
113 
44 

sebelumnya, perlu segera mendapatkan upaya perbaikan yang komprehensif. Untuk 

2.460 

itu penelitian ini penting dilakukan terlebih mengingat pencapaian target Millenium 

8 
0 
0 
15 

Development Goals (MDGs) tahun 2015 diharapkan dapat mencapai tujuan. Satu 

45 1 

diantara berbagai tujuan tersebut adalah meningkatkan kesetaraan gender dan 

5 
20 
6 
0 

1.312 

0 
0 
3 1 
0 

11 
78 

217 
3 3 

207 1.133 



pemberdayaan perempuan di segala bidang termasuk bidang pendidikan. Berdasarkan 

ha1 tersebut menarik untuk diteliti strategi perluasan akses perempuan terhadap 

pendidikan menengah di Sumatera Barat, baik yang dilakukan oleh pihak 

keluarga/masyarakat, sekolah, maupun pemerintah daerah. 

B. Perurnusan Masalah. 

Perrnasalahan yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah strategi perluasan akses perempuan yang dilakukan oleh pihak 

keluargalmasyarakat, sekolah dan pemerintah daerah? 

2. Bagaimanakah relevansi strategi perluasan akses yang dilakukan oleh tripartit 

dengan kebijakan terhadap perluasan akses perempuan dalam mendapatkan 

pendidikan menengah? 



BAB I1 
TINJAUAN PUSTAKA 

Pendidikan dalam suatu bangsa memegang peranan yang cukup penting. 

Perkembangan dan kemajuan sumberdaya pada suatu negara sangat bergantung pada 

hasil pendidikan yang memberikan kesempatan pada perkembangan manusia secara 

utuh (Tilaar, 1999). Dalam rangka membentuk manusia yang utuh, pendidikan di 

Indonesia hendaknya berupaya menjunjung tinggi adanya kesetaraan dan keadilan 

gender. Kesetaraan gender adalah keadaan dimana perempuan dan laki-laki memiliki 

status yang sama sebagai manusia dan mewujudkan kemampuannya untuk berperan 

aktif dalam pembangunan. Sementara itu keadilan gender merupakan proses yang adil 

terhadap perempuan dan laki-laki. Supaya proses untuk menjadi adil tenvujud, 

diperlukan banyak langkah untuk menghentikan hal-ha1 yang secara sosial dan 

menurut sejarah menghambat perempuan danlaki-laki untuk bisa berperan dan 

menikmati hasil dari peran yang dimainkan. Keadilan gender dalam pendidikan secara 

tegas dicantumkan ke dalam Deklarasi Beijing tahun 1996 bahwa : "pendidikan 

rnerupakan hak asasi manusia dan alat penting dalam mencapai kesetaraan, 

perkembangan dan perdamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan 

menguntungkan baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang pada gilirannya akan 

mempermudah terjadinya kesetaraan (equity) dalam relasi antara perempuan dan laki- 

laki dewasa pada masyarakat yang lebih luas." ha1 senada juga dapat ditemui dalam 

kebijakan pendidikan untuk semua (educational for all) yang telah disepakati di 

Dakkar Singal. Beberapa isi dari kesepakatan tersebut berkaitan dengan pendidikan 

dan kesetaraan gender yakni : Pertama, menjamin bahwa menjelang 2015 semua anak 

khususnya perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk 



etnik minoritas, mempunyai akses dalarn menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas 

dan wajib dengan kualitas baik. Kedua, mencapai perbaikan 50% pada tingkat literary 

orang dewasa menjelang tahun 2015 terutama bagi kaum perempuan dan akses yang 

adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa. Ketiga, 

menghapus disparitis gender di bidang pendidikan dasar dan menengah menjelang 

tahun 2015 dengan fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan prestasi yang 

sama dalam pendidikan yang berkualitas (Depdiknas, 2003). 

Penelitian Suryadi (dalam Sukesi, 2002) menyebutkan ketidaksetaraan gender 

di bidang pendidikan terjadi antara lain dari gejala berbedanya akses atau peluang 

bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan, rendahnya angka 

partisipasi perempuan pada setiap studi, dan akses bagi partisipasi perempuan 

terhadap jurusan, ilmu dasar seperti fisika, kimia biologi dan tekonologi industri 

masih rendah. Penelitian yang lebih intens tentang bias gender dalam pendidikan oleh 

Muthali'in (2001) yang secara umum menyimpulkan bias gender di sekolah tidak 

hanya ditemukan dalam proses pembelajaran (seperti buku pelajaran, media dan 

metoda, komponen-komponen proses belajar mengajar) tetapi juga tercermin dalam 

sistem sosial yang berlangsung di sekolah. Hal senada juga dikemukakan Fadhil 

(2002) yang menyebutkan bahwa dalam 210 juta jiwa lebih penduduk Indopnesia, 

50,3% diantaranya perempuan dan dari jumlah tersebut, 65% berada pada usia 

produktif (15 - 60 tahun). Namun angka statistik secara umum menonjolkan bahwa 

kaum perempuan mendapat posisi yang kurang menguntungkan terutama dalam 

bidang pendidikan. 

Bias gender dalam pendidikan ternyata merugikan satu peran gender yaitu 

perempuan. Padahal menurut Moore (1996) bila ditinjau dari teori fungsional peran 



sekolah dapat meningkatkan modal sosial laki-laki dan perempuan. Ternyata 

peningkatan modal sosial antara perempuan dan laki-laki tidak mengalami persamaan. 

Demikian juga dengan teori konflik. Berdasarkan teori ini direkomendasikan bahwa 

isi kurikulum mengandung bias kultural yang kadangkala mendistorsi perempuan dan 

dimensi-dimensi kehidupan yang penting buat perempuan. Di sisi lain dapat 

dijelaskan bahwa paling tidak ada tiga macam paradigma yang biasa mewarnai gerak 

langkah lembaga pendidikan. Pertama, paradigma konservatif yang menyebutkan 

ketidaksetaraan merupakan hukum alam dan oleh karenanya mustahil untuk dihindari. 

Perubahan sosial bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan dengan serius. Menurut 

paradigma ini menjadi miskin, tertindas, terpenjara adalah buah dari keslahan mereka 

sendiri karena kelalaian mereka untuk belajar dan bekerja keras. Kedua, paradigma 

liberal yang menganggap bahwa persoalan ekonomi politik tidak berkaitan langsung 

dengan pendidikan. Oleh karenanya usaha-usaha pemecahan persoalan pendidikan 

yang dilakukan pada umumnya berupa usaha-usaha reformasi yang bersifat kosmetik 

seperti pembangunan kelas dan fasilitas baru, memodernkan peralatan sekolah, 

pengadaan laboratorium atau komputer dan sebagainya, yang secara umum terisolasi 

dari sistem dan struktur ketidakadilan kelas, gender, dotninasi budaya, dan represi 

politik yang ada dalam masyarakat. 15endidikan justru berfingsi untuk menstabilkan 

norma dan nilai masyarakat, menjadi media untuk mensosialisasikan, dan 

memproduksi nilai-nilai tata susila agar berfungsi dengan baik. Paradigma ini pada 

umumnya membangun kesadaran dimana pendidikan tidak berusaha mempertanyakan 

sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik atau 

given, dan oleh karenanya tidak perlu dipertanyakan (Fakih dalam O'Neil, 2001). 

Ketiga, paradigma kritis yang memandang pendidikan sebagai arena perjuangan 



politik. Pendidikan dengan paradigma ini mengagendakan perubahan struktur secara 

fundamental di dalam masyarakat. Bagi mereka, kelas dan diskriminasi gender dalam 

masyarakat tercermin pula dalam dunia pendidikan. Untuk itu urusan pendidikan 

adalah melakukan refleksi kritis terhadap ideologi yang dominan ke arah transformasi 

sosial. Tugas utama pendidik adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap 

sistem dan struktur ketidakadilan serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju 

sistem sosial yang lebih adil. Paradi,gna ini mengadopsi kesadaran kritis dengan cara 

melatih anak didik untuk mampu mengidentifikasi segala bentuk ketidakadilan yang 

mengejewantah dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian melakukan analisis 

bagaimana sistem dan struktur itu bekerja serta bagaimana mentransformasikannya. 

Perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah dirasakan 

urgensinya demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. 

Untuk itu pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan harus dilakukan secara 

simultan agar perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi 

yang mereka miliki. Pemberdayaan merupakan respon yang dipengaruhi oleh 

meningkatnya kesadaran pada skala obyektif terhadap eksistensi diri, posisi, dan juga 

masa depan individu ataupun kelompok. Oleh Fakih (1996) dikatakan bahwa 

pemberdayaan dianggap sebagai jalan yang penting menuju suatu perubahan. Lerman 

dan Porter (l990), Worrel dan Remer (1992) serta MacDonald (1993) mengemukakan 

pandangannya bahwa pemberdayaan (empowerment) merupakan kerangka proses : (1) 

individu dapat mengidentifikasi dan menyadari situasinya, dan alternatif-alternatif 

penyelesaian masalahnya ; (2) individu memiliki kekuatan-kekuatan personal untuk 

mengatasi dan mengendalikan situasi secara tidak langsung dan selanjutnya secara 

langsung ; dan (3) individu memiliki keberanian dan keterampilan untuk menghadapi 



b. Penyiapan lingkungan yang lebih kondusif untuk kesetaraan akses dan 

kesempatan mengikuti pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki. 

c. Pengembangan kebijakan pendidikan yang berperspektif gender. 

d. Pengarusutamaan gender dalam tingkat partisipasi, kurikulum, materi 

pelajaran, proses pembelajarcln, dan pelaku pendidikan. 

e. Penyediaan sistem dukungan sosial bagi peningkatan kesempatan anak 

perempuan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, pendidikan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek), serta kejuruan. 

f. Peningkatan pengetahuan perempuan mengenai penerapan teknologi tepat 

guna yang berperspektif gender. 

Upaya perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah 

memerlukan kerjasama ketiga lingkungan (tripartit) yaitu lingkungan keluargd 

masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan pemerintah daerah. Dari segi 

lingkungan keluargd masyarakat dapat dilihat melalui dukungan, kontribusi yang 

diberikan dan kontrol sosial masyarakat. lklim ekonomi yang tidak memungkinkan 

sebuah keluarga menyekolahkan anaknya mengakibatkan mereka memprioritaskan 

laki-laki untuk sekolah jika dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan sikap sosial 

selalu membentuk streotipe bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena 

tugas utamanya adalah mengurus pekerjaan-pekerjaan domestik seperti memasak, 

mengasuh anak, dan melayani suami. 

Kemudian upaya dari lingkungan sekolah menyangkut bagaimana bentuk 

sosialisasi, sistem penjaringan, penyeleksian dan penerimaan input, maupun 

kebijakan-kebijakan alternatif yang ditawarkan. Sementara itu dari segi pemerintah 



daerah menyangkut kontrol pemerintah melalui kebijakan, program-program, maupun 

operasionalisasi di lapangan. 

Peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang sensitif gender tentunya 

akan memperluas akses perempuan terhadap pendidikan. Beberapa kebijakan tersebut 

dapat dipaparkan sebagai berikut : 

a. Kebijakan yang memastikan akses pendidikan, dalam pengertian melindungi 

perempuan dari diskriminasi pendidikan. Beberapa ha1 terkait dengan ini 

adanya bantuan finansial bagi yang membutuhkan, tidak mengalami proses 

pendidikan yang streotip, serta penyediaan fasilitas yang memadai termasuk 

kualitas pengajar yang berperspektif gender. 

b. Kebijakan yang memperhatikan adanya persoalan bidaya partriarki, yaitu 

pemberian sangsi terhadap institusi-institusi pendidikan yang mempraktekkan 

diskriminasi terhadap perempuan. 

c. Kebijakan yang berpihak pada ekonomi lemah, dalam kaitan ini memastikan 

akses pendidikan untuk semua golongan bahkan memperjuangkan pendidikan 

gratis untuk pendidikan dasnr dan menengah. Disamping itu sekolah swasta 

yang melayani keluarga mampu harus menyediakan proporsi tertentu dari 

keluarga yang tidak mampu. 

d. Kebijakan yang memperhatikan kurikulum dan teks-teks sekolah. Kebijakan 

ini memberi penekanan pada upaya untuk menghindari kurikulum yang bias 

gender, bahkan mewajibkan pendidikan gender di dalam setiap tingkat 

pendidikan. 



Berkaitan dengan pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penelitian yang akan dilakukan dnpat digambarkan melalui kerangka konseptual 

sebagai berikut : 

Strategi perluasan akses 
perempuan terhadap pendidikan 

Solusi : 

Keluarga/rnasyarakat : 

a. Dukungan. 
b. Kontribusi yang 

diberikan. 
c. Kontrol sosial. 

Strategi dan kebijakan alternatif perluasan akses 
perempuan terhadap pendidikan menengah. 

Sekolah : 

a. Sosialisasi. 
b. Sistem penjaringan. 

(Penyeleksian dan 
penerimaan input). 

c. Kebijakan alternatif 
dari sekolah. 

Rekomendasi dan strategi kebijakan. 1 

Pemerintah Daerah : 

a. Kontrol. 
b. Kebijakan yang 

berpihak pada 
perluasan akses. 

c. Program dan 
operasionalisasi 
program. 



BAB III 
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Memetakan strategi perluasan akses perempuan yang dilakukan oleh pihak 

keluargalmasyarakat, sekolah dan pemerintah daerah. 

2. Menganalisis berbagai strategi perluasan akses yang dilakukan oleh tripartit 

dan relevansinya dengan kebijakan terhadap perluasan akses perempuan dalam 

mendapatkan pendidikan menengah. 

3. Menghasilkan strategi dan rumusan alternatif kebijakan perluasan akses 

perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat. 

B. Manfaat Penelitian. 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Memberikan input kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam 

merumuskan strategi yang tepat dalam memperluas akses perempuan terhadap 

pendidikan menengah. 

2. Membangun kepedulian sekolah dalam menerapkan pendidikan yang sensitif 

gender. 

3. Memberikan kontribusi terhadap upaya mewujudkan keadilan gender dalam 

bidang pendidikan. 



BAB IV 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan metode kualitatif. 

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman (insight) yang menyeluruh 

(whole) dan tuntas (exhaustive) mengenai aspek-aspek yang relevan dengan tujuan 

penelitian. Menurut Singarimbun (1989) penelitian yang bersifat deskriptif analitis 

mencoba memahami gejala sosial secara cermat mengenai satu fenomena sosial 

tertentu, dalam konteks ini fenomena pendidikan dan gender. Sedangkan Vredenbergt 

(1979) menyebutkan sebagai suatu penelitian sosial yang berupaya menggambarkan 

realitas sosial yang komplit dengan konsep-konsep atau teori-teori yang 

dikembangkan oleh ilmu sosial. Singkatnya jenis penelitian ini berusah menjawab apa 

penjelasan terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam pertanyaan 

penelitian. 

Disamping itu juga digunakan metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development = R & D), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 20 10). 

Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau 

tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk berupa rekomendasi 

kebijakan baru tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain produk sehingga 

dapat diketahui kekuatan dan kelemahannya. 

Informan penelitian ini terdiri dari kalangan keluargafmasyarakat, sekolah dan 

pemerintah daerah. Untuk kalangan keluarga/masyarakat dipilih menggunakan teknik 

snowball sampling (Bogdan dan Biklen, (1998) ; Moleong (2000). Sementara 

informan penelitian dari kalangan sekolah dan pemerintah daerah dipilih secara 



purposive. Sedangkan pemilihan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan 

perolehan data dalam mencermati perluasan akses perempuan terhadap pendidikan 

menengah, khususnya terkait dengan perimbangan jumlah siswa laki-laki dengan 

perempuan. Disamping itu juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat seperti 

ekonomi dan budaya. Berdasarkan ha1 tersebut, makalokasi penelitian ditetapkan satu 

kabupaten dan satu kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang 

dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sementara itu sekolah yang menjadi sampel adalah 

: (1) SMK Negeri 5 Padang ; (2) SMA Negeri 2 Padang ; (3) SMA Negeri I 

Kecamatan Payakumbuh ; dan (4) SMA Negeri Kecamatan Guguk. 

Adapun teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah : ( 1 )  

wawancara mendalam (depth interview) menggunakan pedoman wawancara ; dan (2) 

studi dokumentasi dengan menggunakan lembaran pencatat. Untuk lebih jelasnya 

akan disajikan dalam bentuk matriks berikut : 

No. 

1. 

2. 

Jenis Data 

Upaya-upaya yang telah 
dilakukan oleh 
keluargdmasyarakat, 
sekolah dan pemerintah 
daerah dalam perluasan 
akses perempuan terhadap 
pendidikan menengah. 

Strategi dan kebijakan 
alternatif bagi perluasan 
akses perempuan terhadap 
pendidikan menengah. 

Sumber Data 

a. Keluargdmasyarakat. 
b. Sekolah (guru, kepala 

sekolah, siswa, dan kornite 
sekolah. 

c. Pemerintah daerah (Dinas 
Pendidikan KabupatenfKota 
Dan UPTD Pendidikan 
Kecamatan). 

a Dinas Pendidikan 
KabupatenKota dan 
UPTD Pendidikan 
Kecnrnatan. 

b. Masyarakat. 
c. Sekolah. 
d. Sisura. 

Teknik 
Pengumpulan 

Data 

Wawancara 
dan studi 
dokumentasi. 

Wawancara. 

Teknik 
Pengumpulan 

Data 

Pedoman 
wawancara 
dan lernbaran 
pencatat. 

Pedoman 
wawancara. 



Data yang diperoleh diolah secara kualitatif. Langkah utama adalah membuat 

klasifikasi yang merumuskan kategori-kategori yang terdiri dari gejala-gejala yang 

sama atau yang dianggap sama sampai kepada penafsiran arti dan jawaban 

(Vredenbergt, 1979). Penafsiran dan interpretasi data merupakan proses pemberian 

makna pada analisis dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Model yang 

digunakan dalam analisis data penelitian ini berpedoman kepada apa yang 

dikemukakan Miles dan Huberman (1992) dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Reduksi data. Data yang terkumpul direduksi guna menajamkan analisis, 

menonjolkan hal-ha1 yang penting, menggolongkan, mengarahkan membuang 

yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis 

sehingga dapat dibuat sesuatu kesimpulan yang bermakna. 

b. Penyajian data, yang merupakan proses penggambaran dari keseluruhan 

kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh sehingga 

peneliti dapat memahami jawaban dari permasalahan yang diteliti. 

c. Penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dan diolah kemudian disimpulkan 

sesuai dengan klasifikasi data menuju suatu konfigurasi yang utuh. Jika terjadi 

kekurangan data atau kesalahan data yang diambil, maka dapat dilakukan 

proses ulang dengan tahapan yang sama. 

Kemudian dari segi alur penelitian setiap tahunnya dapat digambarkan sebagai 

berikut : 



Tahun I (40%) : 

1. Memetakan strategi perluasan akses perempuan yang dilakukan oleh pihak 
keluargafmasyarakat, sekolah dan pemerintah daerah. 

2. Menganalisis berbagai strategi perluasan akses yang dilakukan oleh tripartit dan relevansinya 
dengan kebijakan terhadap perluasan akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan 
menengah. 

3. Menghasilkan strategi dan rumusan alternatif kebijakan perluasan akses perempuan terhadap 
pendidikan menengah di Surnatera Barat. 

Tahun I1 (60%) 

1. Melakukan sosialisasi strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah 
pada Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun kabupatenkota. 

2. Melakukan analisis kritis bersama dengan pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan untuk 
menmuskan alternatif strategi dan kebijakan perluasan akses perempuan terhadap pendidikan 
menengah. 

3. Menghasilkan rurnusan strategi dan alternatif kebijakan perluasan akses perernpuan terhadap 
pendidikan rnenengah. 



BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Temuan Umum Penelitian. 

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa ha1 yang berhubungan dengan 

gambaran umum dari lokasi penelitian yaitu Kota Padang dan Kabupaten Limapuluh 

Kota, khususnya terkait dengan persoalan pendidikannya. 

I. Kota Padang. 

Kota Padang dalam ha1 pendidikan mempunyai visi, tenvujudnya pendidikan 

yang berkualitas, berakhlak mulia, melalui sistem pendidikan yang kondusif. Dalam 

upaya mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan terkait dengan hal- 

ha1 sebagai berikut : (1) meningkatkan proses dan pencapaian kualitas pendidikan 

melalui upaya penyebaran pendidikan yang berkualitas dan berakhlak mulia ; (2) 

meningkatkan percepatan dan pencapaian hasil pembelajaran ; dan (3) meningkatkan 

proses pengembangan kualitas intelektual masyarakat. 

Sementara itu beberapa kebijakan Kota Padang dalam bidang pendidikan 

mencakup ha1 sebagai berikut : ( 1 )  meningkatkan mutu pendidikan dengan target 

kinerja hasil Ujian Akhir Sekolah Bertaraf Nasional (UASBN) dan Ujian Nasional 

(UN) peringkat delapan tingkat Provinsi Sumatera Barat ; (2) melanjutkan kegiatan 

keagamaan, berupa pesantren Ramadhan, didikan shubuh, dan shalat berjamaah di 

sekolah ; (3) rekonstruksi mental dan kejiwaan siswa serta rekonstruksi gedung, serta 

prasarana pendidikan pasca gempa bumi 30 September 2009 ; dan (4) pemerataan 

kesempatan pendidikan melalui Penerimaan Siswa Baru (PSB) on-line. 

Sehubungan dengan pengimplementasian kebijakan di bidang pendidikan 

tersebut, untuk pendidikan menengah Kota Padang didukung 76 sekolah baik negeri 



maupun swasta yang tersebar pada 11 kecamatan. Secara rinci distribusi sekolah 

tersebut menurut kecamatan adalah sebagai berikut : 

Distribusi Sekolah Menengah Menurut Kecamatan di Kota Padang Tahun 2012. 

1 1. I Kecamatan Koto Tangah. 3 1 0 1 
I I I I I 

Jumlah Total 16 1 27 1 10 23 
I I I I 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Padang, 20 1 1. 

Total 

Selanjutnya jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di 

Kota Padang adalah 23.679 orang, dengan rata-rata siswa per-sekolah sejumlah 482 

orang. Adapun jumlah rombongan belajar (rombe1)-nya 1.035. Secara rinci kondisi ini 

terangkum pada tabel berikut ini : 



Tabel 3 
Jumlah Siswa Pada Sekolah Menengah Atas Menurut Jenis Kelamin 

dan Kecamatan di Kota Padang Tahun 2012. 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Padang, 20 1 1. 

Sementara itu untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jumlah siswa 

keseluruhan adalah 14.812 orang dengan jumlah rata-rata per-sekolah 370 orang 

dengan jumlah rombel 5 19. Secara rinci distribusinya diungkapkan oleh tabel berikut : 

Tabel 4 
Jumlah Siswa Pada Sekolah Menengah Atas Menurut Jenis Kelamin 

dan Kecamatan di Kota Padang Tahun 2012. 

Kecamatan Jumlah Siswa 

Adapun sekolah yang menjadi pilihan untuk dijadikan sampel di Kota Padang 

10. 1 Kecamatan Koto Tangah. 

adalah SMA Negeri 2 Padang dan SMK Negeri 5 Padang. Berikut ini akan 

dideskripsikan profil kedua sekolah tersebut. 

464 156 
Jumlah Total 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Padanq, 20 1 1. 
6.295 8.517 

620 22 
14.812 519 



SMA Negeri 2 Padang terletak di pusat Kota Padang, tepatnya di Kelurahan 

Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat. Secara geografis, SMA Negeri 2 Padang 

terletak di kawasan strategis karena terletak di tengah-tengah lingkaran gerbang 

kawasan eksekutif. Lokasi gedung SMA Negeri 2 Padang sangat memadai ditata dan 

dikembangkan menjadi SMA modern tingkat provinsi/nasional karena luasnya f 

18.650 m2, jauh dari kebisingan, sejuk, dan nyaman untuk lokasi pendidikan. 

Adapun visi sekolah ini adalah bertaqwa, berbudaya, cerdas, kompetitif dan 

inovatif, dan peduli lingkungan. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut : 

a. Menciptakan output peserta didik yang mampu maju berkelanjutan dengan jati 

diri beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berbudi pekerti tulus, berdisiplin, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang ditopang oleh jasmani dan 

rohani. 

b. Mengantarkan output peserta didik ke PTN dengan persentase minimal 68%. 

c. Mengantarkan peserta didik berpotensi khusus yang berkeinginan ke 

perguruan tinggi luar negeri. 

d. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan siswa berbakat. 

e. Membekali peserta didik tertentu dengan pengetahuan vokasional sebagai 

modal dasar untuk terjun ke masyarakat. 

f. Meningkatkan pengembangan staf berdasarkan sistem yang mapan dengan 

acuan keilmuan dan profesional. 

g. Membudayakan sistem manajemen network yang solid berdasarkan acuan 

konsep MPMBS dan TQM (Total Quality Management). 

h. Selalu meningkatkan kinerja sekolah melalui perbaikan peningkatan dan 

pengembangan kualitas proses pendidikan. 



i. Mewujudkan lingkungan belajar yang indah, tertib dan seju k. 

j. Mewujudkan sekolah sehat, bersih dan rapi. 

k. Mewujudkan pusat sumber belajar yang representatif dan inovatif. 

Jumlah peserta didik SMA Negeri 2 Padang pada tahun 201 112012 adalah 793 orang. 

Sementara itu SMK Negeri 5 Padang terletak di Jalan Beringin No.4 Lolong 

Padang, dengan luas tanahnya 11.672m2 dan luas bangunannya 7.358m2. SMK 

Negeri 5 Padang dahulunya bernama Sekolah Teknologi (STM) Negeri 2 Padang. 

Sekolah ini memiliki visi : cerdas, kompetitif, dan berbudi luhur. 

Adapun misi yang diemban sekolah ini adalah : 

a. Mewujudkan pendidikan yang menghasilkan lulusan cerdas intelektual, 

emosional, dan spiritual. 

b. Membekali lulusan dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan 

tantangan global. 

c. Mewujudkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

d. Membina dan meningkatkan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat 

yang berkesinambungan. 

e. Mewujudkan budaya dan lingkungan sekolah yang bersih, indah, dan kondusif 

untuk pembelajaran. 

f. Meningkatkan dan mengembangkan sistem manajemen mutu IS0 9001 -2008. 

g. Menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sekolah berbasis teknologi 

informasi. 

SMK Negeri 5 Padang memiliki 5 program studi (Prodi) keahlian dengan 

masing-masing kompetensi tamatan. Kelima program studi tersebut yaitu : (1) Prodi 

Keahlian Teknik Bangunan ; (2) Teknik Elektronika ; (3) Teknik Ketenagalistrikan ; 



(4) Teknik Permesinan ; dan (5) Teknik Otomotif. Jumlah siswa sekolah ini adalah 

1.091 orang, dengan rincian 1.079 siswa laki-laki dan hanya 12 orang saja siswa 

perempuan. Sementara itu jumlah rombongan belajarnya 37, yang terdiri dari Kelas I 

15 rombongan belajar, Kelas I1 12 rombongan belajar, dan Kelas 111 10 rombongan 

belajar. 

2. Kabupaten Lima Puluh Kota. 

Kabupaten Lima Puluh Kota dalam ha1 pendidikan yang dipimpin oleh Dinas 

Pendidikan mempunyai visi, tenvujudnya masyarakat terdidik dan terpelajar yang 

berbudi, berakal, beriman dan terampil. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan 

visi tersebut oleh Dinas Pendidikan sebagai institusi pengelola pembangunan 

pendidikan dikongkritkan melalui misi sebagai berikut : 

a. Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan masyarakat. 

b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, budi pekerti masyarakat. 

c. Meningkatkan pemberdayaan Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi 

Kitabullah (ABS-SBK). 

d. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui sekolah, rumah 

tangga. 

Untuk mencapai ha1 tersebut, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk pendidikan 

menengah didukung oleh 9 SMA Negeri dan SMA Swasta, serta 5 SMK, baik negeri 

maupun swasta dengan jumlah keseluruhan siswa 6.997 orang. Jumlah ini belum 

termasuk siswa yang berasal dari Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta yang 

berjumlah 712 orang (BPS, 201 1). Secara rinci distribusi Sekolah Menengah Atas 

Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota sebagaimana 

terlihat pada tabel beikut : 



Distribusi Sekolah Menengah Menurut Kecamatan 
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 20 1 1. 

Kecamatan 

Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 201 1. 

Adapun sekolah yang menjadi pilihan sebagai sampel di Kabupaten Lima 

Puluh Kota yaitu SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh dan SMK Negeri 1 

Kecamatan Guguak. Berikut ini akan dideskripsikan profil kedua sekolah tersebut. 

SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh terletak di Jalan Payakumbuh - 

Mungka KM7 Koto Tangah Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota. Sekolah ini 

memiliki luas 9.950m2 dan halaman beserta lapangan olah raga masing-masing 

3.622m2 dan 1 .070m2. 

Visi sekolah ini yaitu beriman, berilmu, kreatif, dan inovatif. Untuk 

mewujudkan visi tersebut dikongkritkan melalui misi sebagai berikut : 

a. Mengembangkan pembelajaran yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan 

dan teknologi untuk peningkatan iman dan taqwa. 



b. Menyempurnakan penyusunan silabus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTS P). 

c .  Melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada 

pengembangan potensi siswa yang efektif dan efisien. 

d. Mengaktifkan Lembaga Keria Guru Mata Pelajaran (LKGMP) dalam rangka 

meningkatkan profesional guru. 

e. Menyusun kelompok belajar terbimbing dan mengaktifkan siswa dalam 

berdiskusi belajar mandiri. 

f. Melaksanakan kegiatan pengambangan kreatifitas siswa, sesuai bakat dan 

minatnya. 

g. Menerapkan manajemen demokratis dan melibatkan seluruh masyarakat agar 

dapat berpartisipasi. 

h. Mendorong semua warga sekolah untuk memanfaatkan teknologi informasi 

dalam pembelajaran dan administrasi sekolah. 

i. Meningkatkan komitmen seluruh tenaga pendidik dan kependidikan terhadap 

tugas pokok dan hngsinya. 

Jumlah siswa di SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh ini adalah 445 siswa, yang 

terdiri dari 199 orang laki-laki dan 246 orang perempuan. 

Sementara itu SMK Negeri 1 Kecamatan Guguak adalah SMK yang 

menyiapkan siswa sebagai tenaga kerja yang produktif dan mandiri. Visi sekolah ini 

adalah sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan terpadu, unggul, kompetitif, 

dan komparatif berstandar nasional dan internasional. Untuk mewujudkan visinya, 

sekolah ini memberikan layanan dan memfasilitasi siswa SMK Negeri 1 Kecamatan 

Guguak melalui misi berikut ini : 



a. Menumbuhkan penghayatan terhadap iman dan taqwa sebagai pedoman awal 

dalam bertindak. 

b. Mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan yang bemawasan mutu dan 

semangat keunggulan. 

c. Meningkatkan keterlibatan dunia usaha dan dunia industri serta instansi terkait 

dan masyarakat dalam kebijaksanaan pengelolaan sistem pendidikan dan 

pelatihan. 

d. Mewujudkan layanan prima dalam upaya pemberdayaan sekolah dan 

masyarakat. 

e. Mengembangkan iklim kerja dan belajar yang berakar pada nonna dan nilai 

budaya bangsa Indonesia. 

f. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kualitas pembinaan 

kesiswaan dalam mewujudkan iman dan taqwa dan sikap kemandirian. 

g. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dan .dunia industri sesuai dengan 

prinsip demand driven. 

h. Memberdayakan lingkungan sekolah dan mewujudkan wawasan Wiyata 

Mandala. 

SMK Negeri I Kecamatan Guguak memiliki luas tanah 30.000m2, dengan luas 

bangunan 6.330m2 dan jumlah siswa 615 orang. 

B. Temuan Khusus Penelitian. 

Pada temuan khusus akan dideskripsikan dua ha1 yaitu : Pertama, strategi 

perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah yang dilakukan pihak 

sekolah, keluargdmasyarakat, dan pemerintah. Kedua, relevansi strategi perluasan 



akses yang dilakukan oleh tripartit dengan kebijakan perluasan akses perempuan 

dalarn mendapatkan pendidikan menengah. 

1. Strategi Perluasan Akses Peren~puan Terhadap Pendidikan Menengah. 

Strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah yang 

dimaksud adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga/masyarakat, sekolah dan 

pemerintah daerah terhadap perluasan akses perempuan dalam mendapatkan 

pendidikan menengah. 

a. Upaya yang dilakukan oleh keluargalrnasyarakat. 

Pendidikan harus disadari bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau 

sekolah yang bersangkutan, tetapi juga melibatkan peran dan tanggung jawab 

masyarakat. Terlebih dalam mengupayakan perluasan akses bagi perempuan 

bersekolah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan bagi anak perempuan 

untuk tetap bersekolah terlihat bervariasi pada lokasi penelitian. Pada sekolah yang 

berada di kota umumnya dukungan dari orang tua untuk anak perempuannya 

bersekolah telah nampak, berbeda dengan di desa-desa. Semakin tinggi pendidikan 

anak perempuan, semakin banyak harapan orang tua yang dibebankan di pundak anak 

perempuan. Anak perempuan diharapkan bisa menggantikan beban orang tua untuk 

mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga sementara mereka bekerja mencari 

nafkah. 

Selain faktor ekonomi, dukungan orang tua terlihat rendah ketika faktor 

budaya turut mempengaruhi keputusan orang tua untuk menyekolahkan anak 

perempuannya atau memaksa mereka untuk kawin muda. Hambatan juga ditemui dari 

unsur budaya ketika banyak tradisi-tradisi adat yang memerlukan anak perempuan 

sehingga orang tua "memaksa" anak perempuannya untuk meninggalkan sekolah 



sekadar mengikuti acara-acara adat di karnpungnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan 

oleh salah seorang kepala sekolah yang berlokasi di desa, berikut ini : 

"Pada acara-acara adat tertentu seperti batang balimau bakajang (membawa 
talam), orang tua menjemput anaknya dari sekolah dun dipaksa untuk 
mengikuti tradisi-tradisi adat tersebut. Hal ini tentu memberatkan bagi anak 
perempuan, belum lagi bila di kampung tertentu ada tradisi kawin di usia 
muda, maka orang tua akan merasa bangga bila anak perempuannya sudah 
dipinang. Kondisi-kondisi ini yang menyebabkan perempuan tidak 
melanjutkan sekolah lagi. " 

Kenyataan di atas walaupun dari segi kuantitas tidak banyak, namun cukup 

menjadi perhatian bersama. Untuk itu strategi pertama yang harus dilakukan adalah 

menanamkan kesadaran pada orang tudmasyarakat akan arti penting pendidikan. 

Sosialisasi yang diberikan selama ini ternyata belum optimal. Perlu dilakukan upaya 

untuk merubah mindset (reorientasi pe~nikiran) bahwa sekolah merupakan tanggung 

jawab bersama. 

Kemudian bila dilihat dari kontiibusi orang tudmasyarakat terhadap sekolah, 

temuan penelitian menunjukkan unlumnya kontribusi masyarakat terhadap sekolah 

cukup baik. Adanya komite sekolah pada setiap sekolah sampel mengisyaratkan 

terdapatnya kontribusi orang tua dalam mendukung layanan pendidikan di sekolah. 

Misalnya kondisi yang terdapat di SMA Negeri 2 Padang, di sini terdapat lima peran 

orang tua dalam pengembangan sekolah yaitu : (1) sebagai donatur dalam menunjang 

kegiatan dan sarana sekolah ; (2) n~itra sekolah dalam pembinaan pendidikan ; (3) 

mitra dalam membimbing kegiatan peserta didik ; (4) mitra dialog dalam peningkatan 

kualitas pendidikan ; dan (5) sebagai sumber belajar. 

Disamping kontribusi yang diberikan orang tualmasyarakat dalam bentuk 

komite sekolah, temuan penelitian juga mengungkapkan bervariasinya perhatian 

orang tualmasyarakat terhadap akses pendidikan anak perempuan mereka di sekolah. 



Ada orang tua yang benar-benar memperhatikan dan mendukung seluruh program- 

program sekolah dan ada pula yang merasa tidak pernah menjalin komunikasi dengan 

pihak sekolah. Kenyataan ini sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang orang tua 

berikut ini : 

"Bila ditanya tentang apa kontribztsi yang saya sudah berikan terhadap 
sekolah hanyalah dalam bentuk formal, diberi surat ditanggapi, apa yang 
harm kami lakukan atas permintaan pihak sekolah, ya kami berikan. Namun 
terlepas dari itu, kami tidak pernah menjadi orang pertama yang menjalin 
komunikasi dengan pihak sekolah. " 

Hal berikutnya yang diteliti berkaitan dengan upaya yang dilakukan 

keluargdmasyarakat adalah kontrol sosial. Dalam ha1 ini bagaimana keluargal 

masyarakat melakukan pengawasan terhadap sikap sosial yang ada, yang selalu 

membentuk streotipe bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Bagaimana 

masyarakat melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan, baik dari 

pemerintah maupun dari pihak sekolah yang tidak netral gender, dan bagaimana 

masyarakat mengawasi lingkungan agar kondusif bagi peningkatan akses perempuant 

laki-laki untuk terus bersekolah ataupun melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di 

, perkotaan sudah memiliki sensitifitas gender di bidang pendidikan. Ini terbukti 

mereka tidak membedakan akses atau kesempatan untuk bersekolah antara laki-laki 

ataupun perempuan. Walaupun demikian apabila ada pilihan untuk melanjutkan 

sekolah antara perempuan dan laki-laki di suatu keluarga, si anak perempuan selalu 

mengalah dengan sukarela karena di tahun berikutnya mereka bisa bersekolah. 

Kondisi ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tua di sekolah penelitian : 

"Kami sekeluarga tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki dalaln 
bersekolah. Pengalaman tahun laht anak perempuan kami dengan sukarela 
memberi dukungan pada saudararzya yang laki-laki untuk melanjutkan ke 



perguruan tinggi terlebih dahulu karena masalah biaya. Dia tidak 
berlceberatan untuk tahun berikutnya kuliah. " 

Temuan ini temyata berbeda dengan kenyataan di pedesaan. Dari informan 

yang diwawancarai rata-rata mengungkapkan bahwa skala prioritas selalu diberikan 

kepada laki-laki karena faktor budaya yang mengharuskan laki-laki merantau dan 

menuntut ilmu. Untuk itu perlu dukungan dari keluarga inti ataupun keluarga besar 

bahwa perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama dalam pendidikan. 

b. Upaya yang dilakukan sekolah. 

Terdapat tiga ha1 yang dicermati dalam menemukan strategi perluasan akses 

perempuan terhadap pendidikan menengah dari upaya yang dilakukan pihak sekolah 

yaitu sosialisasi, sistem penjaringan (penyeleksian dan penerimaan input), serta 

kebijakan alternatif dari sekolah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pihak 

sekolah umumnya mengadakan sosialisasi pada awal penerimaan siswa baru. 

Sosialisasi diarahkan kepada penyampaian program-program sekolah dan 

memberikan penyuluhan agar anak-anak yang masuk sesuai dengan minat awal siswa. 

Ketika ditanyakan lebih lanjut ternyata materi sosialisasi belum mengarah kepada 

peningkatan akses perempuan untuk bersekolah. Sosialisasi hanya diberikan secara 

umum tidak membedakan antara siswa perempuan dengan yang laki-laki. Hal 

lain juga terungkap dari lapangan bahwa pentingnya menanamkan gender awareness 

kepada seluruh warga sekolah sehingga iklim sekolah dapat lebih responsif gender. 

Kemudian bila dilihat dari masalah sistem penjaringan (penyeleksian dan 

penerimaan input), temuan penelitian menunjukkan bahwa dengan sistem penjaringan 

on-line tidak banyak yang bisa dilakukan pihak sekolah. Ketentuan terkait dengan 

siswa yang akan diterima sudah ada dan tidak ada kuota khusus bagi perempuan. 



Sekolah juga tidak memiliki kebijakan lain untuk penerimaan siswa baru selain sistem 

on-line. 

Bila disigi lebih lanjut, sekolah juga temyata tidak memiliki kebijakan- 

kebijakan khusus untuk membantu perempuan meningkatkan akses bersekolah. Tidak 

terdapat beasiswa l u s u s  untuk perempuan, yang ada hanya beasiswa khusus bagi 

anak kurang mampu maupun anak yang berprestasi tanpa membedakan perempuan 

dan laki-laki. 

Kebijakan sekolah cenderung netral gender sehingga berdampak pada 

perolehan manfaat yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki 

biasanya mendapatkan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dengan 

kondisi ini perlu alternatif kebijakan sekolah yang dipastikan tidak bias gender. Bila 

perlu sekolah merumuskan alternatif kebijakan tentang tindakan afirmasi dalam 

berbagai program sekolah agar kesetaraan dalam pendidikan tercapai. 

c. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 

Secara umum pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pendidikan 

membangun visi yaitu tenvujudnya sumberdaya manusia yang bertaqwa, berkualitas, 

kompetitif, kreatif, dan berkarakter. Salah satu misinya yang berhubungan dengan 

perluasan akses adalah meningkatkan rata-rata lama belajar dan keberlangsungan 

pendidikan. 

Selanjutnya misi ini diterjemahkan ke dalam kebijakan Dinas Pendidikan 

tahun 201 1 - 2015, diantaranya kebijakan penjaminan keberlangsungan pendidikan 

SD ke SMP dan SMP ke SMAISMK, kebijakan peningkatan e-learning bagi siswa 

SMA dan SMK, kebijakan penjaminan keberlangsungan pendidikan bagi siswa di 

Perguruan Tinggi Negeri ternarna, serta percepatan peningkatan pendidikan 



nonformal dan informal dalam rangka peningkatan program pemberantasan buta 

aksaralmelek huruf fingsional, pendidikan kecakapan hidup dan pengembangan 

budaya baca masyarakat. 

Untuk mendukung perluasan akses perempuan terhadap pendidikan 

menengah, temuan penelitian menunjukkan bahwa telah terdapat beberapa kebijakan 

strategis yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, diantaranya : 

1) Melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya 

pendidikan dan sekaligus membangkitkan motivasi mereka untuk 

mengapresiasi dunia pendidikan. 

2) Meningkatkan pemberian beasiswa secara proporsional terutama bagi anak 

perempuan yang bersekolah di sekolah-sekolah maskulin. 

3) Menghapus hambatan biaya (cost barrier) melalui pemberian bantuan Biaya 

Operasional Sekolah (BOS) bagi semua siswa disamping melakukan 

pemberian bantuan biaya personal terutama bagi siswa yang berasal dari 

keluarga miskin. 

4) Menjalin kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dalam rangka 

meningkatkan minat perempuan sekolah menengah untuk melanjutkan ke 

jenjang perguruan tinggi. 

5) Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas untuk 

memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui 

jalur pendidikan nonformal. 

6) Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk di pedesaan 

yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampiian dan lain-lain program 

pendidikan berkelanjutan. 



7) Membangun sarana-sarana yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan 

pendidikan. 

8) Bekerjasama dengan berbagai dinas yang terkait untuk memudahkan akses 

penduduk dalam memperoleh pendidikan seperti memperbaiki jalan, 

penyediaan transportasi, dan lain-lain. 

9) Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses sekolah 

terutama penyediaan sarana dan sumberdaya manusia yang mumpuni bagi 

keberlanjutan pendidikan pada daerah-daerah yang memiliki lulusan SMP 

cukup besar. 

10) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, baik laboratorium, perpustakaan, 

dan buku pelajaran terutama pada sekolah-sekolah yang jauh dari kota. 

2. Relevansi Strategi Perluasan Akses yang Dilakukan Tripartit dengan 
Kebijakan Terhadap Perluasan Akses..Perempuan Terhadap Pendidikan 
Menengah. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa di lokasi penelitian, baik pada 

sekolah-sekolah di kota maupun di pedesaan telah terdapat upaya dari masyarakat, 

sekolah, maupun pemerintah daerah dalam perluasan akses perempuan bersekolah. 

Walaupun strategilupaya yang dilakukan bervariatif, baik dari segi kuantitas maupun 

kualitas namun semuanya meriferen kepada kebijakan pemerintahan dalaln 

pemerataan dan perluasan akses pendidikan secara umum maupun khusus terhadap 

perempuan. Pertama, berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana. 

Pemerintah daerah di lokasi penelitian melalui kebijakannya telah mengalokasikan 

dana bagi penyediaan sarana dan prasarana seperti memperbaiki gedung sekolah, 

perpustakaan, labor atau perbaikan fisik lainnya. Di pedesaan malah membangun 

kerjasama dengan berbagai instansi yang ada untuk membangun jalan atau 



mempermudah transportasi siswa di daerah-daerah pedesaan. Hal ini sejalan dengan 

pengungkapan seorang kepala sekolah yang ada di pedesaan berikut ini : 

"Jalan yang menghubungkan ahes masyarakat ke sekolah selalu mendapat 
perhatian dari pemerintah dun masyarakat. Masyarakat malah berswadaya 
memperbaiki jalan-jalan yang rusak, agar siswa yang bersepeda motor tidak 
banyak mengalami kecelakaan. Demikian juga sarana dan prasarana yang 
ada tetap dipelihara walaupun belum optimal. " 

Hal kedua yang cukup relevan adalah kebijakan perluasan akses ke perguruan 

tinggi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pihak sekolah sudah melakukan 

kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk memberikan penyuluhan atau 

wawasan kepada siswa sekolah menengah agar tepat dalam memilih perguruan tinggi 

yang diminati. Disamping itu para alumni secara informal juga memberikan 

sosialisasi tentang bagaimana melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

Kemudian yang ketign, kebijakan perluasan akses bagi perempuan buta aksara 

usia 15 tahun ke atas mengikuti berbagai kursus-kursus guna meningkatkan kualitas 

hidup. Kebijakan ini dirasakan penting mengingat kebanyakan mereka sudah 

berkeluarga, dan tidak mempunyai waktu untuk mengenyam pendidikan. 

Keempat, kebijakan bagi penyediaan sistem dukungan sosial bagi peningkatan 

kesempatan anak perempuan untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan oleh masyarakat umumnya disalurkan 

dalam bentuk peran serta mereka pada komite sekolah. Sedangkan dalam sarana fisik 

baru taraf partisipasi belum dalanl bentuk swadaya masyarakat, misalnya untuk 

membangun sarana yang diperlukan untuk pendidikan pada umumnya ataupun 

terhadap perempuan di sekolah menengah. 

Kelima, kebijakan sekolah yang ada hendaknya dipastikan netral gender. 

Temuan penelitian menunjukkan semua sekolah tidak membedakan perlakuan antara 



siswa perempuan dan siswa laki-laki, baik itu dalam pemberian bantuan beasiswa 

ataupun dalam menyediakan fasilitas khusus bagi keamanan dan kenyamanan siswa 

perempuan. 

Keenam, kebijakan perluasan akses pendidikan melalui pemanfaatan secara 

optimal sarana teknologi informasi dan komunikasi sbagai sarana pembelajaran. 

Dewasa ini pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti 

adanya internet membuat akses perempuan untuk meningkatkan kualitas diri menjadi 

lebih mudah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses terhadap 

teknologi tidak serta merta membuat perempuan dapat memberdayakan diri karena 

semuanya tergantung individu masing-masing dan ketersediaan teknologi yang 

bersangkutan. 

C. Pembahasan. 

Membicarakan strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan 

menengah di Sumatera Barat pada hakekatnya membicarakan inisiasi kebijakan 

publik tentang perluasan akses perempuan untuk sekolah menengah. Inisiasi 

kebijakan publik di bidang pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternatif 

kebijakan setelah melihat output dari kebijakan tersebut dalam praktek (Tilaar dan 

Riant Nugroho, 2012). Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat 

kebijakan khusus di sekolah bagi perempuan untuk meningkatkan aksesnya terhadap 

pendidikan menengah. Kebijakan sekolah cenderung netral gender sehingga 

berdampak pada perolehan manfaat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, 

laki-laki biasanya mendapatkan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

perempuan. Kebijakan sekolah yang netral gender memang tidak ada masalah selagi 

kedua beban gender (laki-laki dan perempuan) merasakan dan mendapat manfaat 



yang sama. Namun dalam kenyataannya sering perempuan memperoleh manfaat yang 

tidak sama. Dengan kondisi ini sekolah perlu merumuskan altematif kebijakan 

tentang tindakan afirmasi dalam berbagai program sekolah agar kesetaraan dan akses 

perempuan untuk lebih maju dalam bidang pendidikan tercapai. 

Berbagai upaya dari tripartit juga telah dilakukan. Disadari atau tidak, sekolah 

merupakan tanggungjawab bersama ketiga pihak tersebut. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa tripartit tersebut memiliki strategi masing-masing dalam 

memberdayakan perempuan di bidang pendidikan. Khusus untuk perluasan akses 

perempuan telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : 

1. Upaya yang telah dilakukan oleh keluargdmasyarakat yaitu : 

a. Menanamkan kesadaran pada orang tudmasyarakat akan arti penting 

pendidikan. Sosialisasi yang diberikan selama ini ternyata belum optimal. 

Perlu dilakukan upaya untuk merubah mindset (reorientasi pemikiran) bahwa 

. sekolah merupakan tanggung jawab bersama. 

b. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam komite sekolah. 

c. Memberikan dukungan sepenuhnya dan memberikan jaminan bagi perempuan 

atas akses penuh dan prestasi yang sama dalam pendidikan yang berkualitas. 

d. Penyediaan sistem dukungan sosial bagi peningkatan kesempatan anak 

perempuan untuk mengikuti pendidikan lanjutan. 

2. Upaya yang dilakukan oleh sekolah adalah : 

a. Sosialisasi kepada siswa di awal masuk sekolah diarahkan pada penyampaian 

program-program sekolah dan memberikan penyuluhan agar mereka yang 

masuk sesuai dengan minat awalnya. Namun materi sosialisasi belum 

mengarah kepada peningkatan akses perempuan bersekolah. 



b. Menanamkan gender awareness kepada seluruh warga sekolah sehingga iklim 

sekolah dapat lebih responsif gender. 

c. Melakukan sistem penjaringan penerimaan siswa baru secara on-line dan 

dirasakan berkeadilan. Namun ha1 ini perlu menjadi perhatian mengingat 

keterbatasan yang dimiliki oleh perempuan. Dengan kata lain perlu 

tindakankebijakan afirmasi guna mendorong perempuan untuk memperluas 

akses pendidikan ke jenjang yang lebih luas lagi. 

3. Upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah yaitu : 

a. Melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan 

dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat 

akan pentingnya pendidikan terutama memberikan kesempatan yang lebih luas 

pada perempuan untuk bersekolah. 

b. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak lainnya dalam rangka 

meningkatkan minat perempuan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. 

c. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat terutama memperluas akses 

bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas. 

d. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan bekerjasama dengan 

berbagai dinas yang terkait untuk mempermudah akses penduduk dalam 

memperoleh pendidikan. 

Dari berbagai strategi yang telah diupayakan oleh tripartit tersebut belum 

nampak sinergisitas antara ketiganya dalam mendesain kebijakan sehingga secara 

kongkrit dapat meningkatkan akses perempuan untuk bersekolah ataupun melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kebijakan publik yang diinisiasi hendaknya 

merupakan hasil kerjasama antara masyarakat, sekolah, dan pemerintahan daerah. 



Bila dicermati lebih lanjut kebijakan publik dimaknai secara beragam karena 

dinyatakan oleh banyak ahli dengan perspektif yang berbeda. Thomas R. Dye (1975) 

menyatakan, '>public policy is whatever governments choose to do or not to do." 

Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak 

melakukan. Dari definisi tersebut dinyatakan bahwa kebijakan publik tersebut dibuat 

oleh pemerintah dan menyangkut pilihan apa yang harus dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh badan pemerintah. 

Seiring dengan upaya untuk memperbaiki situasi dan kondisi perempuan di 

berbagai bidang kehidupan tennasuk juga bidang pendidikan terdapat beberapa 

kebijakan atau strategi program pemberdayaan perempuan. Pertama, kebijakan dalam 

program pemberdayaan perempuan dalam pembangunan (Women in Development/ 

WID) yang mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan. Kedua, kebijakan 

perempuan dan pembangunan (Women and Developrnent/WAD) yang memberi makna 

bahwa kualitas kesertaa,n lebih penting daripada sekadar kuantitas. Ketiga, kebijakan 

dengan pendekatan Gender and Development (GAD) yang menekankan prinsip 

hubungan kemitraan dan keharmonisan antara perempuan dan laki-laki atau 

sebaliknya. Dengan kata lain GAD memfokuskan kebijakan gerakannya pada 

hubungan gender dan kehidupan sosial. Keempat, kebijakan dengan pendekatan 

Gender Mainstreaming (GEM). GEM merupakan pematangan dari strategi GAD yang 

tujuan dasarnya adalah menjadikan gender sebagai arus utama (mainstrean?) 

pembangunan. Sasarannya adalah kebijakan (negara), aksi (masyarakat), serta 

kerjasama institusi (negara dan masyarakat). Dengan kata lain melalui penerapan 

strategi ini diupayakan agar setiap kebijakan yang dibuat oleh institusi negara atau 



setiap aksi yang dilakukan masyarakat dan yang lainnya menjadi sensitif gender atau 

menjadikan gender sebagai arus utamanya (Muhadjir M. Darwin dan Tukiran, 2001). 

GEM diaras kebijakan pendidikan perlu mendapat perhatian bersama dari 

pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan 

umumnya pihak sekolah dan pemerintah daerah mengklaim bahwa kebijakannya 

netral gender dalam artian kebijakan yang tidak membedakan antara laki-laki dengan 

perempuan dalam mendapat akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pendidikan. Bila 

akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pendidikan antara laki-laki dan perempuan 

sama, tidak perlu ada perubahan kebijakan dari netral gender menjadi responsif 

gender. Tetapi bila akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pendidikan antara laki-laki 

dan perempuan tidak sama, maka ada dua alternatif pilihan kebijakan, yaitu : 

Pertanza, jika perempuan senantiasa tertinggal dibandingkan dengan laki-laki perlu 

kebijakan responsif gender dalam bentuk afirmative action. Kedua, jika perenpuan 

tertinggal dibandingkan laki-laki atau sebaliknya, maka perlu kebijakan responsif 

gender dalam bentuk pengarusutamaan gender (Ismi Dwi Astuti, 2009). Berdasarkan 

ha1 ini, temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang ada netral 

gender, baik dari sekolah ataupun pemerintah daerah. Namun perolehan manfaat 

antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaannya berbeda. Laki-laki biasanya 

memperoleh manfaat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. 

Ada beberapa strategi untuk menjalankan kebijakan agar tidak bias gender. 

Nugroho (2003) menganjurkan empat strategi pokok sebelum menjalankan kebijakan 

agar tidak bias gender. Pertama, pastikan para pelaksana memahami bahwa kebijakan 

tersebut adalah kebijakan yang pro gender. Kedua, memastikan bahwa ada 

mekanisme reward and punishnlcnt bagi pematuh dan pelangggarnya. Ketiga, 



mempunyai ukuran kinerja yang pro gender. Keernpat, mengevaluasi kinerjanya, dan 

persyaratan pokok yang hams dipenuhi antara lain : (1) adanya kesamaan konsepsi 

tentang gender dan kesetaraan gender ; (2) adanya kecukupmampuan untuk 

melakukan evaluasi dalam konteks kesetaraan gender ; (3) alat ukur evaluasi itu 

sendiri hams mampu mencerminkan pelaporan tentang sejauh mana kesetaraan 

gender dicapai oleh sebuah kebijakan publik tertentu tidak terkecuali kebijakan di 

bidang pendidikan dalam ha1 ini perluasan akses perempuan terhadap pendidikan 

menengah. 

Inisiasi kebijakan yang hams dilakukan oleh tripartit agar dapat 

diformulasikan di tingkat pemerintah daerah dan diimplementasikan di tingkat 

sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Perlu dilakukan strategi sosialisasi terpadu antara pemerintah daerah, pihak 

sekolah, dan masyarakat dalam memberikan pengetahuan, pemahaman, dan 

pentingnya arti perluasan akses perempuan untuk mengenyam pendidikan 

yang lebih tinggi. Kebijakan ataupun strategi sosialisasi terpadu hendaknya 

direncanakan secara serentak di seluruh kecamatan dengan meletakkan 

tanggung jawab pelaksanaan pada Unit Pelaksana Teknis. Adanya sosialisasi 

terpadu, serentak dan komprehensif akan meminimalisasi pengamh faktor 

budaya yang tidak selalu mementingkan perempuan sekolah atau melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

2. Perlu ditetapkan alternatif kebijakan pendidikan yang berperspektif gender 

secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan pihak 

sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah sebagai inisiator kebiakan seperti 

: prioritas mendapatkan beasiswa bagi perempuan untuk jurusan-jurusan yang 



dianggap maskulin, penyediaan sarana dan prasarana yang 

mempertimbangkan kepentingan perempuan, punishment yang 

mempertimbangkan aspek gender sampai kepada proses pembelajaran di 

kelas-kelas dan lingkungan sekolah yang responsif gender. 

3. Perlu ditetapkan kebijakan khusus yang disetujui untuk perluasan akses 

perempuan terhadap pendidikan dengan melakukan tindakan afirmasi. Dalam 

ha1 ini sekolah hendaknya memiliki data dan informasi terpilah antara 

perempuan dan laki-laki yang dapat digunakan untuk analisis pendidikan yang 

berpihak kepada perempuan dan laki-laki secara seimbang. Disamping itu 

sekolah juga perlu metumuskan tindakan afirmasi dalam berbagai program 

sekolah agar kesetaraan dalam pendidikan tercapai misalnya memberikan 

afirmasi terhadap sistem pen-iaringan (penyeleksian dan penerimaan input). 

4. Perlu diinisiasi kebijakan bagi penyediaan sistem dukungan sosial untuk 

peningkatan kesempatan anak perempuan dalam mengikuti pendidikan 

lanjutan. Pihak pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat hendaknya secara 

periodic mengevaluasi dan sekaligus menetapkan kebijakan untuk mendukung 

perempuan melanjutkan sekolah di usia sekolah ataupun melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Disamping itu juga membuat kebijakan 

perluasan akses perempuan buta aksara usia produktif melalui jalur pendidikan 

non-formal. 

5. Perlu diinisiasi kebijakan peningkatan pengetahuan perempuan mengenai 

penerapan teknologi tepatnya yang berperspektif gender termasuk kebijakan 

perluasan akses pendidikan melalui pemanfaatan secara optimal sarana 

teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran. 



Inisiasi-inisiasi kebijakan sebagaimana diungkapkan sebelumnya hams 

dilakukan secara bersama oleh tripartit. Hal ini pada hakekatnya merupakan intervensi 

I atau leverage (pengungkit) sehingga dapat memfasilitasi perluasan akses perempuan 

terhadap sekolah menengah. Oleh sebab itu menurut Azhar Kasim (2012) peran 

pemerintah daerah dalam ha1 ini hams mampu memfasilitasi siklus proses thinking a 

head, thinking again, and thinking across dalam administrasi pemerintah daerah. 

Proses thinking a head proses pemecahan masalah secara visioner, stratejik, 

dan mengoperasionalisasikan menjadi program dan kegiatan nyata. Jangan hanya 

menangani akibat, tetapi harus sampai ke akar permasalahan. Proses thinking again 

mencakup proses evaluasi terhadap program kegiatan sehingga diketahui hasil 

maupun hambatannya. Proses thinking across adalah proses perbandingan termasuk 

benchmarking dengan daerah lain atau negara lain. Sedangkan hasil thinking across 

dijadikan umpan balik pada proses thinking a head, selanjutnya. Jadi merupakan 

bagian dari siklus proses perubahan. Oleh karena itu pemerintah dituntut agar 

melakukan pilihan-pilihan strategis yang tepat dan memformulasikannya dalam paket 

perluasan akses perempuan dalam pendidikan. Kebijakan strategis yang perlu segera 

dibenabi adalah menciptakan sekolah yang responsif gender. 

Adapun indikator sekolah yang responsif gender dapat dilihat melalui tiga ha1 

yaitu dari aspek manajemen, aspek pembelajaran, dan aspek peran serta masyarakat. 

Menurut Keppi Sukesi dari Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan LPPM 

Universitas Brawijaya dalam makalahnya Peningkatan Kapasitas Gender dalam 

I Pendidikan menyebutkan bahwa dari aspek manajemen, indikator sekolah responsif 
I 

gender adalah : (1) laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang 

setara dalam mengendalikan sistem pendidikan di sekolah ; (2) laki-laki dan 



perempuan memiliki kesempatan dan peran yang setara dalam membina, 

mengarahkan, dan melaksanakan pelayanan pendidikan di sekolah dan dapat 

memperoleh manfaat yang sama dari kesempatan dan peran tersebut ; (3) sekolah 

menghargai adanya karakter kerja, kesempatan, dan tugas khusus yang berbeda antara 

laki-laki dan perempuan dalam kehidupan pribadi ataupun dalam menjalankan tugas 

kedinasan ; dan (4) data dan informasi yang digunakan guru dan kepala sekolah 

terpilah antara laki-laki dan perempuan serta digunakan untuk analisis pendidikan 

yang berpihak pada laki-laki dan perempuan secara seimbang. 

Selanjutnya dalam aspek pembelajaran, indikator sekolah yang responsif 

gender sangat tergantung kepada kurikulum, lingkunganlasmosfir, dan sarana- 

prasarana penunjang. Kemudian dari aspek peran serta masyarakat, maka indikator 

sekolah yang responsif gender diketahui melalui dukungan individu, dukungan 

kelembagaan, institusi sosial, budaya penunjang dan peran stakeholders. 



BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka diperoleh beberapa kesimpulan 

terkait dengan hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Kebijakan sekolah cenderung netral gender dan tidak ada kebijakan afirmasi 

yang diberlakukan bagi perluasan akses perempuan untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau melanjutkan ke perguruan tinggi. 

Kebijakan sekolah yang cenderung netral gender berdampak pada'perolehan 

manfaat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (laki-laki biasanya 

mendapatkan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan). 

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh keluargalmasyarakat, sekolah, ataupun 

pemerintah untuk perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah 

masih dilakukan secara parsial. Untuk itu perlu sinergisitas dalam menyusun 

kebijakan strategis yang n~elibatkan tripartit, dimana pemerintah daerah 

berperan sebagai inisiator kebijakan. 

3. Kebijakan strategis yang diperlukan demi peningkatan akses perempuan dalam 

pendidikan umumnya dilakukan oleh tripartit dalam bentuk : 

a. Sosialisasi terpadu antara pemerintah daerah, pihak sekolah, dan masyarakat 

dalam memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pentingnya arti perluasan 

akses perempuan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. 

b. Menetapkan alternatif kebijakan pendidikan yang berperspektif gender secara 

komprehensif, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan pihak 

sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah sebagai insiator kebijakan. 



c. Menetapkan kebijakan khusus yang disetujui untuk perluasan akses 

perempuan terhadap pendidikan dengan melakukan tindakan afirmasi. 

d. Menginisiasi kebijakan bagi penyediaan sistem dukungan sosial untuk 

peningkatan kesempatan anak perempuan dalam mengikuti pendidikan 

lanjutan. 

e. Menginisiasi kebijakan peningkatan pengetahuan perempuan mengenai 

penerapan teknologi, tepatnya yang berperspektif gender termasuk kebijakan 

perluasan akses pendidikan melalui pemanfaatan secara optimal sarana 

teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran. 

B. Saran. 

Terkait dengan temuan penelitian ini, maka beberapa ha1 yang perlu menjadi 

perhatian tripartit pendidikan adalah sebagai berikut : 

1. Memformulasikan kebijakan afirmasi bagi perluasan akses perempuan 

terhadap pendidikan menengah, sehingga memungkinkan perempuan dan laki- 

laki mendapatkan kesempatan dan kemanfaatan yang sama di bidang 

pendidikan. Dalam ha1 ini pemerintah daerah berlaku sebagai inisiator 

kebijakan. 

2. Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis hendaknya melakukan 

sosialisasi secara serentak dengan melibatkan sekolah dan masyarakat bagi 

upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan serta membangun 

kesadaran atau sensitifitas gender. 

3. Sekolah-sekolah yang maskulin hendaknya dalam aspek manajemen, 

pembelajaran, aspek pembelajaran, serta aspek dukungan masyarakat 

hendaknya responsif gender. 
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lnstrumen Penelitian 

A. Pedoman Wawancara untuk lnforman Kalangan Masyarakat. 

.I. Bagaimana bentuk dukungan yang Bapakllbu berikan terhadap strategi 
perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah sehubungan 
dengan partisipasi masyarakat dalam bersekolah? 

2. Bila ada dukungan, faktor-faktor apakah yang Bapakllbu rasakan sangat 
berpengaruh terhadap perluasan akses perempuan terhadap pendidikan 
menenga h? 

3. Sebagai masyarakat, bagaimanakah kontrol yang Bapakllbu lakukan 
terhadap peningkatan perluasan akses perempuan terhadap pendidikan 
menenga h? 

4. Program-program apakah menurut Bapakllbu yang lebih mendesak 
dilakukan untuk peningkatan perluasan akses perempuan terhadap 
pendidikan menengah? 

5. Mengapa program-program tersebut dirasakan penting untuk dilaksanakan? 

6. Apakah Bapakllbu sepakat bahwa pendidikan bagi perempuan itu penting? 

B. Pedoman Wawancara untuk Sekolah. 

1. Bagaimanakah pendapat Bapakllbu tentang perluasan akses perempuan 
terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat? 

2. Apakah upaya-upaya pemerintah dalam melakukan'-perluasan akses 
perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat, baik dalam 
jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang? 

3. Menurut Bapakllbu bagaimanakah implementasi kebijakan-kebijakan 
tersebut di tingkat sekolah? 

4. Kongkritnya upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh sekolah terkait dengan 
sosialisasi perluasan perempuan terhadap pendidikan menengah di 
Sumatera Barat? 

5. Bagaimanakah kebijakan-kebijakan sekolah yang menyangkut persoalan 
perluasan akses (seperti sistem penjaringan, penyeleksian, dan penerimaan 
input, serta kebijakan-kebijakan lainnya)? 



C. Pedoman Wawancara untuk Pemerintah. 

1. Bagaimanakah kondisi angka partisipasi sekolah dari jenjang SMA di 
Sumatera Barat? 

2. Bagaimanakah upaya-upaya pemerintah dalam melakukan perluasan akses 
perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat? 

3. Kebijakan-kebijakan apa yang berhasil dan mana yang gagal? 

4. Bila dilihat dari segi tripartit, kebijakan-kebijakan apa yang dibuat selama ini 
menyangkut strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan 
menengah di Sumatera Barat? Apakah kebijakan tersebut melingkupi ketiga 
unsur tripartit? 

5. Kebijakan apa yang paling dominan berpengaruh terhadap perluasan akses 
perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat? 
Bagaimanakah dampaknya secara kuantitatif dan kualitatif? 
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Kami Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan 
Linmas, setelah mempelajari Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang Nomor : 
204lUN35.2lPGl2012 tanggal 3 Mei 2012, Perihal Permohonan lzin Penelitian, dengan ini kami 
menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Penelitian di Sumatera Barat yang 
dilakukan oleh : 

! 
Nama : Drs. SURYANEF,M.Si. 

I Tempatmgl Lahir : Payakumbuh I6 Juni 1964. 
1 Pekerjaan : Dosen Universitas Negeri Padang. 

Alamat : Perum Pandok Pinang Blok C 16 Lubuk Buaya. 
No.Kartu ldentitas : 1371 1 10606640008. 
Judul : Strategi Perluasan Akses Perempuan Terhadap Pendidikan 

Menengah di Sumatera Barat. 
Lokasi penelitian : Dinas Pendidikan 1. Kabupaten Lima Puluh Kota, 2. Kota Padang. 
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1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian. 

I 

I 
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan 

menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA 
setempat maupun kepada lnstitusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan 
daarah I lokasi penelitian. 

3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat se ia kebijaksanaan 
masyarakat setempat. 

4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. 
Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas. 

5. Bila terjadi penyimpanganl pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat 
rekomendasi ini akan dicabut kembali. 

Demikianlah rekomendasi izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk 
dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya. 
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Strategi Perluasan Akses Perempuan 
Terhadap Pendidikan Menengah di Sumatera Barat 

Oleh : Suryanef dan Maria Montessori. 

A. Pendahuluan. 

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan alat penting dalam mencapai 

kesetaraan dan keadilan gender. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan 

menguntungkan baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang pada gilirannya akan 

mempermudah terjadinya kesetaraan (equity) dalam relasi antara perempuan dan laki- 

laki dewasa pada masyarakat yang lebih has.  

Untuk itu berbagai regulasi telah diciptakan, mulai dari pasal 31 UUD 1945 

yang tidak membedakan hak untuk mengenyam pendidikan bagi perempuan dan laki- 

laki. UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No.7 tahun 1984 

tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan sampai kepada Inpres No.9 

tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Kesemua regulasi tersebut 

memberikan jaminan hukum bagi persamaan kesempatan untuk laki-laki dan 

perempuan dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Namun dalam 

realitasnya, statistik gender secara nasional maupun lokal menggambarkan adanya 

kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Hal ini 

ditunjukkan oleh besarnya angka buta huruf, angka putus sekolah, dan menamatkan 

pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dialami perempuan. 

Perluasan akses perempuan terhadap pendidikan telah menjadi kebijakan 

utama di beberapa negara berkembang selama lebih dari tiga dekade terakhir ini, 

termasuk Negara Indonesia. Jika dirunut ke belakang, perbincangan tentang 

pendidikan perempuan telah dimulai sejak tahun 1970 sejalan dengan lahirnya kritik 

di kalangan feminis terhadap model pembangunan yang merugikan perempuan. Kritik 

yang dilancarkan kaum feminis dunia tersebut, pada akhirnya melahirkan 

rekomendasi akan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Lima tahun kemudian 

diselenggarakan Konferensi Dunia I tentang perempuan di Mexico City pada tahun 

1975 yang secara tegas merekomendasikan kepada seluruh negara anggota agar diberi 

kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi perempuan (Ihromi, 2000). Konferensi 

Dunia IV tentang perempuan yang berlangsung di Beijing tahun 1995 pada akhirnya 



menetapkan rencana program aksi di 12 bidang kritis, yang diantaranya adalah 

tentang perempuan dan pendidikan. 

Di Indonesia secara normatif, negara telah mengambil peran penting untuk 

memajukan perempuan di segala bidang sebagaimana tertera dalam pasal 28c ayat 1 

UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak 

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan 

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni serta 

budaya serta meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan umat manusia. Landasan 

hukum lain yang memastikan terciptanya kesetaraan gender adalah UU No.7 tahun 

1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan, program dan kelembagaan termasuk 

bidang pendidikan. Lebih khusus lagi UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional juga telah membuat beberapa paradigma baru yang lebih 

memberi kesempatan seluas-luasnya bagi laki-laki dan perempuan untuk 

beraprtisipasi dalam pendidikan. 

Rangkaian kebijakan pendidikan yang responsif tersebut ternyata tidak 

memberikan kesetaraan dan keadilan dalam tataran empiris. Menurut Arivia (2002) 

persoalannya adalah dalam pelaksanaannya ternyata pendidikan bukanlah sesuatu 

yang bebas nilai, karena ia merupakan produk konstruksi sosial. Terlebih-lebih ada 

jenis kelamin dalam masyarakat yaitu perempuan yang tidak selalu diuntungkan 

akibat konstruksi sosial tersebut. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal 

merupakan lembaga sosial yang amat penting dalam membentuk dan kemudian 

memposisikan individu laki-laki dan perempuan pada golongan dan strata tertentu 

dalam masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya cenderung menjadi penyebab 

munculnya berbagai bentuk ketidakadilan. 

Statistik gender secara nasional menggambarkan adanya kesenjangan antara 

laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Supriandi, dkk. (2001) dalam buku 

Fakta, Data dan Informasi Kesenjangan Gender di Indonesia menyebutkan bahwa 

angka partisipasi sekolah (APS) terlihat dominan rendah dalam usia 12 -1 8 tahun, 

sedangkan persentase perempuan yang buta huruf dua kali lebih besar dari laki-laki 

(13, 85% dan 6,26%). Sementara jika dilihat dari pendidikan yang ditamatkan 



perempuan lebih rendah dari laki-laki. Perempuan yang tidak menamatkan pendidikan 

dua kali lebih banyak bila dibandingkan dengan laki-laki yaitu 13,32% untuk 

perempuan dan 5,96% untuk laki-laki. Pendapat senada dikemukakan oleh Arivia 

(2002), rata-rata angka masuk sekolah perempuan adalah 49,18% sedangkan laki-laki 

50,82% di tingkat sekolah dasar. Untuk tingkat SLTP angka masuk siswa perempuan 

turun menjadi 46,43% sedangkan laki-laki menjadi 53,56%. Sementara di tingkat 

SLTA angka masuk perempuan mencapai 41,45% sedangkan laki-laki 58,55%. Di 

perguruan tinggi, rata-rata angka masuk perempuan hanya 33,36%, sedangkan laki- 

laki 66,44%. Dengan demikian, angka-angka statistik partisipasi bersekolah 

masyarakat tersebut menunjukkan makin tinggi tingkat jenjang pendidikan maka 

makin rendah akses perempuan terhadap pendidikan. 

Di Sumatera Barat berdasarkan profil statistik dan indikator gender Provinsi 

Sumatera Barat tahun 2000, terlihat bahwa selama kurun waktu 1996 - 2000 juga 

memperkuat kenyataan bahwa rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan 

apabila dibandingkan dengan laki-laki. Indikator lain yang dapat menggarnbarkan 

perluasan akses dan pemerataan kesempatan masyarakat dalam mengenyam 

pendidikan adalah gambaran siswa oputus sekolah (angka putus sekolah). 

Fenomena kesenjangan gender di bidang pendidikan sebagaimana terungkap 

sebelumnya, perlu segera mendapatkan upaya perbaikan yang komprehensif. Untuk 

itu penelitian ini penting dilakukan terlebih mengingat pencapaian target Millenium 

Development Goals (MDGs) tahun 2015 diharapkan dapat mencapai tujuan. Satu 

diantara berbagai tujuan tersebut adalah meningkatkan kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan di segala bidang termasuk bidang pendidikan. Berdasarkan 

ha1 tersebut menarik untuk diteliti strategi perluasan akses perempuan terhadap 

pendidikan menengah di Sumatera Barat, baik yang dilakukan oleh pihak 

keluargalmasyarakat, sekolah, maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu 

permasalahan penelitian ini memfkouskan diri pada "Bagaimanakah strategi 

perluasan a h e s  perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga/masyarakat, sekolah 

dan pemerintah daerah? " 

Sehubungan dengan fokus penelitian, maka penelaahan literatur dalam 

penelitian ini berhubungan dengan persoalan kesetaraan dan keadilan gender dalam 

bidang pendidikan. 



Pendidikan dalam suatu bangsa memegang peranan yang cukup penting. 

Perkembangan dan kemajuan sumberdaya pada suatu negara sangat bergantung pada 

hasil pendidikan yang memberikan kesempatan pada perkembangan manusia secara 

utuh (Tilaar, 1999). Dalam rangka membentuk manusia yang utuh, pendidikan di 

Indonesia hendaknya berupaya menjunjung tinggi adanya kesetaraan dan keadilan 

gender. Kesetaraan gender adalah keadaan dimana perempuan dan laki-laki memiliki 

status yang sama sebagai manusia dan mewujudkan kemampuannya untuk berperan 

aktif dalam pembangunan. Sementara itu keadilan gender merupakan proses yang adil 

terhadap perempuan dan laki-laki. Supaya proses untuk menjadi adil tenvujud, 

diperlukan banyak langkah untuk menghentikan hal-ha1 yang secara sosial dan 

menurut sejarah menghambat perempuan danlaki-laki untuk bisa berperan dan 

menikrnati hasil dari peran yang dimainkan. Keadilan gender dalam pendidikan secara 

tegas dicantumkan ke dalam Deklarasi Beijing tahun 1996 bahwa : "pendidikan 

merupakan hak asasi manusia dan alat penting dalam mencapai kesetaraan, 

perkembangan dan perdamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan 

menguntungkan baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang pada gilirannya akan 

mempermudah terjadinya kesetaraan (equityl dalam relasi antara perempuan dan laki- 

laki dewasa pada masyarakat yang lebih luas." ha1 senada juga dapat ditemui dalam 

kebijakan pendidikan untuk semua (educational for all) yang telah disepakati di 

Dakkar Singal. Beberapa isi dari kesepakatan tersebut berkaitan dengan pendidikan 

dan kesetaraan gender yakni : Pertama, menjamin bahwa menjelang 2015 semua anak 

khususnya perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang tennasuk 

etnik minoritas, mempunyai akses dalam menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas 

dan wajib dengan kualitas baik. Kedua, mencapai perbaikan 50% pada tingkat literary 

orang dewasa menjelang tahun 2015 terutama bagi kaum perempuan dan akses yang 

adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa. Ketiga, 

menghapus disparitis gender di bidang pendidikan dasar dan menengah menjelang 

tahun 2015 dengan fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan prestasi yang 

sama dalam pendidikan yang berkualitas (Depdiknas, 2003). 

Penelitian Suryadi (dalam Sukesi, 2002) menyebutkan ketidaksetaraan gender 

di bidang pendidikan terjadi antara lain dari gejala berbedanya akses atau peluang 

bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan, rendahnya angka 



partisipasi perempuan pada setiap studi, dan akses bagi partisipasi perempuan 

terhadap jurusan, ilrnu dasar seperti fisika, kimia biologi dan tekonologi industri 

masih rendah. Penelitian yang lebih intens tentang bias gender dalam pendidikan oleh 

Muthali'in (2001) yang secara umum menyimpulkan bias gender di sekolah tidak 

hanya ditemukan dalam proses pembelajaran (seperti buku pelajaran, media dan 

metoda, komponen-komponen proses belajar mengajar) tetapi juga tercennin dalam 

sistem sosial yang berlangsung di sekolah. Hal senada juga dikemukakan Fadhil 

(2002) yang menyebutkan bahwa dalam 210 juta jiwa lebih penduduk Indopnesia, 

50,3% diantaranya perempuan dan dari jumlah tersebut, 65% berada pada usia 

produktif (15 - 60 tahun). Namun angka statistik secara umum menonjolkan bahwa 

kaum perempuan mendapat posisi yang kurang menguntungkan terutama dalam 

bidang pendidikan. 

Bias gender dalam pendidikan ternyata merugikan satu peran gender yaitu 

perempuan. Padahal menurut Moore (1996) bila ditinjau dari teori fungsional peran 

sekolah dapat meningkatkan modal sosial laki-laki dan perempuan. Ternyata 

peningkatan modal sosial antara perempuan dan laki-laki tidak mengalami persamaan. 

Demikian juga dengan teori konflik. Berdasarkan teori ini direkomendasikan bahwa 

isi kurikulum mengandung bias kultural yang kadangkala mendistorsi perempuan dan 

dimensi-dimensi kehidupan yang penting buat perempuan. Di sisi lain dapat 

dijelaskan bahwa paling tidak ada tiga macam paradigma yang biasa mewarnai gerak 

langkah lembaga pendidikan. Permma, paradigma konservatif yang menyebutkan 

ketidaksetaraan merupakan hukum alam dan oleh karenanya mustahil untuk dihindari. 

Perubahan sosial bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan dengan serius. Menilrut 

paradigma ini menjadi miskin, tertindas, terpenjara adalah buah dari keslahan mereka 

sendiri karena kelalaian mereka untuk belajar dan bekerja keras. Kedua, paradigma 

liberal yang menganggap bahwa persoalan ekonomi politik tidak berkaitan langsung 

dengan pendidikan. Oleh karenanya usaha-usaha pemecahan persoalan pendidikan 

yang dilakukan pada umumnya berupa usaha-usaha reformasi yang bersifat kosmetik 

seperti pembangunan kelas dan fasilitas baru, memodernkan peralatan sekolah, 

pengadaan laboratorium atau komputer dan sebagainya, yang secara umum terisolasi 

dari sistem dan struktur ketidakadilan kelas, gender, dominasi budaya, dan represi 

politik yang ada dalam masyarakat. Pendidikan justru berfungsi untuk menstabilkan 



norma dan nilai masyarakat, menjadi media untuk mensosialisasikan, dan 

memproduksi nilai-nilai tata susila agar berkngsi dengan baik. Paradigma ini pada 

umumnya membangun kesadaran dimana pendidikan tidak berusaha mempertanyakan 

sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik atau 

given, dan oleh karenanya tidak perlu dipertanyakan (Fakih dalam O'Neil, 2001). 

Ketiga, paradigma kritis yang memandang pendidikan sebagai arena perjuangan 

politik. Pendidikan dengan paradigma ini mengagendakan perubahan struktur secara 

fundamental di dalam masyarakat. Bagi mereka, kelas dan diskriminasi gender dalam 

masyarakat tercermin pula dalam dunia pendidikan. Untuk itu urusan pendidikan 

adalah melakukan refleksi kritis terhadap ideologi yang dominan ke arah transformasi 

sosial. Tugas utama pendidik adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap 

sistem dan struktur ketidakadilan serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju 

sistem sosial yang lebih adil. Paradigma ini mengadopsi kesadaran kritis dengan cara 

melatih anak didik untuk mampu mengidentifikasi segala bentuk ketidakadilan yang 

mengejewantah dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian melakukan analisis 

bagaimana sistem dan struktur itu bekerja serta bagaimana mentransformasikannya. 

Perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah dirasakan 

urgensinya demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. 

Untuk itu pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan hams dilakukan secara 

simultan agar perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi 

yang mereka miliki. Pemberdayaan merupakan respon yang dipengaruhi oleh 

meningkatnya kesadaran pada skala obyektif terhadap eksistensi diri, posisi, dan juga 

masa depan individu ataupun kelompok. Oleh Fakih (1996) dikatakan bahwa 

pemberdayaan dianggap sebagai jalan yang penting menuju suatu perubahan. Lerman 

dan Porter (1990), Worrel dan Remer (1992) serta MacDonald (1 993) mengemukakan 

pandangannya bahwa pemberdayaan (empowerment) merupakan kerangka proses : (1) 

individu dapat mengidentifikasi dan menyadari situasinya, dan alternatif-alternatif 

penyelesaian masalahnya ; (2) individu memiliki kekuatan-kekuatan personal untuk 

mengatasi dan mengendalikan situasi secara tidak langsung dan selanjutnya secara 

langsung ; dan (3) individu memiliki keberanian dan keterampilan untuk menghadapi 

situasi-situasi yang menekan dari luar. Disini selain menunjuk pada proses 

empowerment juga menunjuk pada hasil dari proses tersebut. 



Pemberdayaan merupakan suatu proses dan sekaligus hasil dari proses 

tersebut. Pemberdayaan tenvujud sebagai redistribusi kekuasaan, apakah antar negara, 

kelas, kasta, ras, gender atau individu. Selanjutnya tujuan pemberdayaan perempuan 

adalah untuk mengeliminir ideologi patriarki, yaitu dominasi laki-laki terhadap 

perempuan, mengubah struktur dan pranata yang memperkuat dan melestarikan 

diskriminasi gender dan ketidaksamaan sosial, baik dalam keluarga, masyarakat, 

maupun negara. Proses dan pranata pendidikan, media, praktek dan sistem kesehatan, 

perundang-undangan dan peraturan, proses politik, model-model pembangunan dan 

pranata pemerintahan memberi kemungkinan bagi perempuan untuk memperoleh 

akses kepada penguasaan terhadap sumber-sumber material maupun pusat-pusat 

informasi yang berupa akses terhadap modal sosial, modal budaya, dan modal 

ekonomi. Maka proses pemberdapaan hams mempersoalkan semua struktur dan 

sumber kekuasaan tersebut. Namun Tan (1997) mengingatkan bahwa proses 

pemberdayaan perempuan haruslah demokratis dan bersifat membagi kekuasaan. 

Pemberdayaan perempuan berarti keinginan, bahkan tuntutan membagi kekuasaan 

(sharing power) dalam posisi setara (equal), representasi serta partisipasi dalam 

pengambilan keputusan, yang menyangkut kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Secara kongkrit menurut Fadhil (2002) untuk mengatasi rendahnya kualitas 

sumberdaya perempuan dan kualitas peran perempuan maka diupayakan program- 

program antara lain : 

a. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan pendidikan dan pelatihan. 

b. Penyiapan lingkungan yang lebih kondusif untuk kesetaraan akses dan 

kesempatan mengikuti pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki. 

c. Pengembangan kebijakan pendidikan yang berperspektif gender. 

d. Pengarusutamaan gender dalam tingkat partisipasi, kurikulum, materi 

pelajaran, proses pembelajaran, dan pelaku pendidikan. 

e. Penyediaan sistem dukungan sosial bagi peningkatan kesempatan anak 

perempuan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, pendidikan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek), serta kejuruan. 

f. Peningkatan pengetahuan perempuan mengenai penerapan teknologi tepat 

guna yang berperspektif gender. 



Upaya perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah 

memerlukan kerjasarna ketiga lingkungan (tripartit) yaitu lingkungan keluargal 

masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan pemerintah daerah. Dari segi 

lingkungan keluargal masyarakat dapat dilihat melalui dukungan, kontribusi yang 

diberikan dan kontrol sosial masyarakat. Iklim ekonomi yang tidak memungkinkan 

sebuah keluarga menyekolahkan anaknya mengakibatkan mereka memprioritaskan 

laki-laki untuk sekolah jika dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan sikap sosial 

selalu membentuk streotipe bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena 

tugas utamanya adalah mengurus pekerjaan-pekerjaan domestik seperti memasak, 

mengasuh anak, dan melayani suami. 

Kemudian upaya dari lingkungan sekolah menyangkut bagaimana bentuk 

sosialisasi, sistem penjaringan, penyeleksian dan penerimaan input, maupun 

kebijakan-kebijakan altematif yang ditawarkan. Sementara itu dari segi pemerintah 

daerah menyangkut kontrol pemerintah melalui kebijakan, program-program, maupun 

operasionalisasi di lapangan. 

Peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang sensitif gender tentunya 

akan memperluas akses perempuan terhadap pendidikan. Beberapa kebijakan tersebut 

dapat dipaparkan sebagai berikut : 

a. Kebijakan yang memastikan akses pendidikan, dalam pengertian melindungi 

perempuan dari diskriminasi pendidikan. Beberapa ha1 terkait dengan ini 

adanya bantuan finansial bngi yang membutuhkan, tidak mengalami proses 

pendidi kan yang streotip, serta penyediaan fasilitas yang memadai termasuk 

kualitas pengajar yang berperspektif gender. 

b. Kebijakan yang memperhatikan adanya persoalan bidaya partriarki, yaitu 

pemberian sangsi terhadap institusi-institusi pendidikan yang mempraktekkan 

diskriminasi terhadap perempuan. 

c. Kebijakan yang berpihak pada ekonomi lemah, dalam kaitan ini memastikan 

akses pendidikan untuk semua golongan bahkan memperjuangkan pendidikan 

gratis untuk pendidikan dasar dan menengah. Disamping itu sekolah swasta 

yang melayani keluarga mampu harus menyediakan proporsi tertentu dari 

keluarga yang tidak mampu. 



d. Kebijakan yang memperhatikan kurikulum dan teks-teks sekolah. Kebijakan 

ini memberi penekanan pada upaya untuk menghindari kurikulum yang bias 

gender, bahkan mewajibkan pendidikan gender di dalam setiap tingkat 

pendidikan. 

B. Metode Penelitian. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan metode kualitatif. 

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman (insight) yang menyeluruh 

(whole) dan tuntas (exhaustive) mengenai aspek-aspek yang relevan dengan tujuan 

penelitian. Menurut Singarimbun (1989) penelitian yang bersifat deskriptif analitis 

mencoba memahami gejala sosial secara cermat mengenai satu fenomena sosial 

tertentu, dalam konteks ini fenomena pendidikan dan gender. Sedangkan Vredenbergt 

(1979) menyebutkan sebagai suatu penelitian sosial yang berupaya menggambarkan 

realitas sosial yang komplit dengan konsep-konsep atau teori-teori yang 

dikembangkan oleh ilmu sosial. Singkatnya jenis penelitian ini berusah menjawab apa 

penjelasan terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam pertanyaan 

penelitian. 

Disamping itu juga digunakan metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development = R & D), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2010). 

Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau 

tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk berupa rekomendasi 

kebijakan baru tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain produk sehingga 

dapat diketahui kekuatan dan kelemahannya. 

Informan penelitian ini terdiri dari kalangan keluarga/masyarakat, sekolah dan 

pemerintah daerah. Untuk kalangan keluargalmasyarakat dipilih menggunakan teknik 

snowball sampling (Bogdan dan Biklen, (1998) ; Moleong (2000). Sementara 

informan penelitian dari kalangan sekolah dan pemerintah daerah dipilih secara 

purposive. Sedangkan pemilihan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan 

perolehan data dalam mencermati perluasan akses perempuan terhadap pendidikan 

menengah seperti kondisi ekonomi masyarakat, budaya, serta kualifikasi sekolah 



dalam ha1 ini sekolah yang berkualifikasi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, 

Sekolah dengan Standar Nasional, dan Sekolah Biasa. Berdasarkan ha1 tersebut, maka 

lokasi penelitian ditetapkan satu kabupaten dan satu kota dalam wilayah Provinsi 

Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Padang. Sementara itu 

sekolah yang menjadi sampel adalah : (1) SMA Negeri 10 Padang ; (2) SMA Negeri 2 

Padang ; (3) SMA Negeri 7 Padang ; (4) SMA Negeri I Kecamatan Payakumbuh ; (5) 

SMA Negeri I Akabiluru ; dan (6) SMA Negeri I Kecamatan Harau. 

Adapun teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) wawancara 

mendalam (depth interview) menggunakan pedoman wawancara ; dan (2) studi 

dokumentasi dengan menggunakan lembaran pencatat. 

Data yang diperoleh diolah secara kualitatif. Langkah utama adalah membuat 

klasifikasi yang merumuskan kategori-kategori yang terdiri dari gejala-gejala yang 

sama atau yang dianggap sama sampai kepada penafsiran arti dan jawaban 

(Vredenbergt, 1979). Penafsiran dan interpretasi data merupakan proses pemberian 

makna pada analisis dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Model yang 

digunakan dalam analisis data penelitian ini berpedoman kepada apa yang 

dikemukakan Miles dan Huberman (1992) dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

- a. Reduksi data. Data yang terkumpul direduksi guna menajamkan analisis, 
1 

menonjolkan hal-ha1 yang penting, menggolongkan, mengarahkan membuang 

yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis 

sehingga dapat dibuat sesuatu kesimpulan yang bermakna. 

b. Penyajian data, yang merupakan proses penggambaran dari keseluruhan 

kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh sehingga 

peneliti dapat memahami jawaban dari permasalahan yang diteliti. 

c. Penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dan diolah kemudian disimpulkan 

sesuai dengan klasifikasi data menuju suatu konfigurasi yang utuh. Jika terjadi 

kekurangan data atau kesalahan data yang diambil, maka dapat dilakukan 

proses ulang dengan tahapan yang sama. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

Disadari atau tidak, pendidikan pada hakekatnya merupakan tanggung jawab 

tiga pihak (tripartit) yaitu pemerintah, sekolah dan masyarakat. Untuk mengetahui 



bagaimana upaya yang dilakukan bagi peningkatan perluasan akses Perempuan 

terhadap pendidikan menengah, maka aka dikelompokkan ke dalam tiga ha1 tersebut. 

a. Upaya yang dilakukan pemerintah. 

Secara umum Dinas Pendidikan Sumatera Barat dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi dunia pendidikan Sumatera Barat yaitu : (1) pemerataan dan perluasan 

kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi usia sekolah 7-18 tahun, dengan 

prioritas pada program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ; (2) 

peningkatan mutu untuk seluruh satuan, jenis dan jenjang pendidikan, bnaik mutu 

input, mutu proses maupun mutu output (lulusan/tamatan), lembaga pendidikan ; dan 

(3) peningkatan manajemen pendidikan melalui pemberdayaan potensi masyarakat 

dalam penyelenggaraan pendidikan. Kondisi objektif yang dihadapi, ternyata upaya 

pemerataan dan perluasan akses menempuh pendidikan bagi kelompok-kelompok 

masyarakat tertentu seperti Perempuan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu upaya yang 

hams dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupatenkota dan kecamatan 

yaitu : Pertama, melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan dan sekaligus membangkitkan motivasi mereka untuk 

menapresiasi dunia pendidikan. Kedua, memberikan penyuluhan tentang gender 

awareness bagi masyarakat. Hal ini agar mereka bisa memahami program 

pemberdayaan Perempuan yang perlu dilakukan terutama dalam bidang pendidikan 

dan peningkatan taraf hidup Perempuan. Ketiga, meningkatkan anggaran pendidikan 

yang responsif gender. Dengan demikian, perluasan dan pemerataan kesempatan 

memperoleh pendidikan yang bermutu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat 

sehingga akan tercipta masyarakat berpendidikan yang berkesetaraan dan berkeadilan 

gender. Keempat, meningkatkan responsifitas stakeholders pendidikan terhadap isu- 

isu gender dalam pendidikan. Kelima, meningkatkan pemberian beasiswa secara 

proporsional untuk memasuki program studi yang bias gender terutama terhadap anak 

perempuan di lokasi penelitian yang bersekolah di sekolah-sekolah maskulin. 

Keenam, menjalin kerjasama dengan pihak perguruan tinggi agar dapat mengirimkan 

mahasiswa untuk kuliah kerja nyata yang bersifat tematik terutama dalam 

menanggulangi penanaganan buta huruf, putus sekolah, ataupun mendapat pelatihan- 

pelatihan yang sifatnya life skills. Ketujuh, meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dengan mengadakan pengawasan yang 



bersifat independen. Kedelapan, membangun sarana-sarana yang diperlukan untuk 

menunjang keberhasilan pendidikan. Kesembilan, bekerjasama dengan berbagai dinas 

yang terkait untuk memudahkan akses penduduk dalarn memperoleh pendidikan 

seperti memperbaiki jalan, penyediaan transportasi dan lain-lain. 

Untuk mendukung perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah 

terdapat beberapa kebijakan strategis yang dapat dilakukan yaitu : 

1. Menghapus hambatan biaya (cost barrier) melalui pemberian BOS bagi semua 

siswa pada semua jenjang pendidikan. Disamping itu dilakukan kebijakan 

pemberian bantuan biaya personal terutama bagi siswa yang berasal dari 

keluarga miskin. 

2. Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas, baik laki- 

laki maupun Perempuan untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan 

pendidikan keaksaraan melalui jalur pendidikan nonformal. Hal ini dapat 

dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholders 

pendidikan seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, serta 

perguruan tinggi. 

3. Memfasiltasi peran serta rnasyarakat dalam memperluas akses sekolah, 

khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lulusan SMP cukup besar. 

4. Memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan dan 

keunggulan lokal. Disamping itu juga dilakukan upaya penambahan muatan 

pendidikan keterampilan di SMA bagi siswa yang akan bekerja setelah lulus. 

5. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk deasa yang 

ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup yang 

relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui program-program pendidikan 

berkelanjutan. 

6. Memperhatikan secara khusus kesetaraan gender, pendidikan untuk layanan 

khusus di daerah terpencil serta mengimplementasikannya dalam berbagai 

program secara terpadu. 

7. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta advokasi kepada 

masyarakat agar keluarga makin sadar akan pentingnya pendidikan. 



8. Melaksanakan advokasi bagi pengambil keputusan, baik di eksekutif maupun 

lagislatif untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada pembangunan 

pendidikan. 

9. Memanfaatkan secara optimal sarana teknologi informasi dan komunikasi 

sebagai media pembelajaran dan untuk pendidikan jarak jauh sebagai sarana 

belajar altematif menggunakan modul atau tutorial. 

Sehubungan dengan berbagai kebijakan yang dipaparkan sebelumnya, maka 

upaya untuk merealisasikannya dapat dilakukan melalui program sebagai berikut : 

1. Pendanaan biaya operasional wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Dalam 

kaitan ini BOS merupakan upaya mewujudkan "pendidikan dasar gratis" yahg 

diartikan sebagai bebas biaya secara bertahap. Tentunya ha1 ini juga perlu 

untuk dikaji kemungkinan penerapannya pada sekolah menengah atas. 

2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan , baik laboratorium, 

perpustakaan, dan buku pelajaran yang diharapkan berdampak pada 

peningkatan mutu. 

3. Perluasan akses pendidikan melalui jalur nonformal sehingga memungkinkan 

menjangkau peserta didik yang memiliki berbagai keterbatasan untuk 

mengikuti pendidikan formal, terutama anak-anak dari keluarga tidak mampu. 

4. Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas. 

Hal ini memberikan peluang besar bagi mereka untuk memiliki kemampuan 

membaca, menulis, berhitung sesuai standar kompetensi keberaksaraan. 

5. Pendidikan kecakapan hidup sebagai kebijakan strategis bagi peserta didik 

yang memiliki keterbatasan ekonomi. 

6. Perluasan akses SMA?SMK dan SM terpadu, dalam ha1 ini lebih ditekankan 

pada partisipasi swasta. 

b. Upaya yang dilakukan sekolah. 

Sekolah juga berperan penting bagi perluasan akses Perempuan terhadap 

pendidikan menengah, terutama sekali terhadap iklim sekolah yang peka gender, 

muatan kurikulum sampai kepada sikap guru dalam berinteraksi dengan muridnya. 

Untuk itu upaya yang dilakukan sekolah adalah : Pertama, terlaksananya sosialisasi 

kepada siswa sekolah akan pentingnya pendidikan dan peningkatan akses 



memperoleh pendidikan tanpa memandang sis gender. Kedua, terevisinya kurikulum 

dan materi buku pelajaran sekolah yang bias gender. Ketiga, menanamkan gender 

awareness kepada seluruh warga sekolah sehingga iklim sekolah dapat lebih responsif 

gender. Keempat, terlaksananya pendidikan yang responsif gender. Kelima, setiap 

sekolah hams mempunyai data base yang akan menyempurnakan statistik pendidikan 

yang benvawasan gender. 

c. Upaya yang dilakukan masyarakat. 

Menurut data BPS Susenas (2010), persentase Perempuan dalam tidak 

melanjutkan sekolah 6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki, yaitu 

6,63% berbanding 1,3%. Umumnya penduduk Perempuan tidak melanjutkan sekolah 

adalah karena alasan menikahlmengurus rumah tangga. Disamping itu juga terdapat 

berbagai alasan lainnya yaitu bekerjalmencari nafkah, tidak ada biaya, merasa 

pendidikan cukup, malu karena ekonomi, sekolah jauh, dan cacat. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat beranggapan pendidikan 

sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu langkah pertama 

yang dilakukan adalah merubah rnindset (reorientasi pemikiran) masyarakat bahwa 

sekolah itu juga merupakan tanggung jawab mereka. Apresiasi yang tinggi terhadap 

dunia pendidikan akan memotivasi masyarakat untuk terus bersekolah. Reorientasi 

pemikiran atau pandangan rnasyarakat tersebut selanjutnya diarahkan kepada 

perluasan dan pemerataan akses penduduk dari sisi gender. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam berpartisipasi untuk bersekolah tidak terlalu menunjukkan 

ketimpangan gender. Namun untuk pemerataan kesempatan memperoleh beasiswa, 

pemilihan jurusan, kesempatan melanjutkan pendidikan serta penduduk yang buta 

huruf masih menunjukkan kondisi marjinal bagi kaum Perempuan. Untuk itu langkah 

kongkrit kedua yang dilakukan adalah membangun iklim budaya yang kondusif bagi 

mengatasi permasalahan-permasalahan ketimpangan gender yang terjadi di lokasi 

penelitian. Pergeseran iklim budaya dan adat istiadat yang cenderung patriarkhis ke 

arah budaya yang lebih demokratis akan memberi peluang bagi peningkatan perluasan 

akses Perempuan terhadap pendidikan menengah. 

Upaya kztiga, adalah melakukan gerakan bersama-sama, bersatu padu untuk 

membantu warga masyarakat yang karena kesulitan ekonomi (kondisi ekonomi) tidak 

dapat melanjutkan pendidikan. Langkah kongkrit yang bisa dibentuk oleh masyarakat 



adalah mengupayakan terbentuknya badan pemberi beasiswa di bawah pengawasan 

langsung lembaga independen bentukan masyarakat. Semacam badan filantropi 

pendidikan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan 

untuk mendapatkan pendidikan, tidak hanya sekadar pendidikan menengah bahkan 

pendidikan tinggi. Lebih jauh lagi pendirian badan filantropi tidak hanya menyangkut 

pemberian dana, namun segala upaya yang dapat dicurahkan untuk membantu 

berbagai program dalam pelaksanaan pendidikan formal dan non formal. Hal ini tentu 

berbeda dengan dana-dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS). 

Selanjutnya langkah keempat, turut membantu pemerintah dalam 

menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran proses belajar mengajar di 

sekolah. Sedangkan langkah kelima, turut merencanakan, melaksanakan pengawasan 

dan mengevaluasi program pendidikan di kabupatenlkota masing-masing. Selama ini 

peran yang telah digariskan dalam pasal 8 UU No.20 tahun 2003 ternyata Nampak 

sebagai sebuah kotak keterlibatan pasif dari masyarakat. 

D. Penutup. 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat dinyatakan bahwa strategi 

yang dilakukan untuk memperluas akses perempuan terhadap pendidikan menengah 

meliputi sinergitas antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Masyarakat harus 

mereorientasikan persepsi, minat, motivasi dan harapan negatifhya terhadap 

pendidikan itu sendiri. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan responsive 

gender sehingga diharapkan pemerataan dan perluasan akses perempuan untuk 

bersekolah bias terus berlanjut. Sedangkan sekolah diharapkan mampu menciptakan 

iklim kondusif gender mvareness dapat dijadikan pijakan untuk perluasan 

memperoleh pendidikan. 

Sehubungan ha1 tersebut, maka beberapa ha1 yang perlu direkomendasikan 

sebagai berikut : 

1. Setiap elemen masyarakat hendaknya bersama-sama turut memajukan 

pendidikan dengan mendukung berbagai program pemerintah khususnya 

pendidikan yang responsif gender. 

2. Perlu didirikan sebuah lembaga semacam filantropi yang peduli tentang 

pendidikan guna menunjang perluasan akses pendidikan khususnya bagi 



Perempuan seperti pemberian beasiswa, pembinaan bakat dan kecakapan 

hidup, dan sebagainya. 

3. Peran pemerintah agar lebih optimal dalam menciptakan masyarakat dan 

sekolah yang responsif gender. 
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Perluasan akses perempuan terhadap pendidikan telah menjadi kebijakan 
utama di beberapa negara berkembang selama lebih tiga dekade terakhir ini, termasuk 
Indonesia. Berbagai regulasi telah dibuat demi memberikan jaminan hukum bagi 
persamaan kesempatan untuk laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang 
termasuk bidang pendidikan. Namun realitasnya, statistik gender secara nasional 
menggambarkan adanya kesenjangan akses antara laki-laki dan perempuan di bidang 
pendidikan. Demikian juga di Sumatera Barat. Temuan empiris menyebutkan 
tingginya angka buta huruf dan angka putus sekolah serta semakin tingginya tingkat 
pendidikan semakin sedikit jumlah perempuan yang dapat menamatkan pendidikan 
dibandingkan dengan laki-laki. 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi perluasan akses perempuan 
di bidang pendidikan dari segi pandangan keluargdmasyarakat, sekolah dan 
pemerintah daerah. Disamping itu juga diharapkan dapat memberikan alternatif 
rumusan kebijakan bagi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah. 
Untuk itu tahun I penelitian ini ha1 yang dilakukan adalah : (1) memetakan strategi 
perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah yang dilakukan oleh pihak 
keluargdmasyarakat, sekolah, dan pemerintah daerah ; (2) menganalisis berbagai 
strategi perluasan akses yang dilakukan tripartite dan relevansinya dengan kebijakan 
terhadap perluasan akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan menengah ; dan 
(3) menghasilkan strategi dan rumusan alternatif kebijakan perluasan akses 
Perempuan terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat. Sementara itu pada 
tahun II penelitian diarahkan pada aktifitas berikut : (1) melakukan sosialisasi strategi 
perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah pada Dinas Pendidikan, 
baik provinsi maupun kabupatenlkota ; (2) melakukan analisis kritis bersama dengan 
pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan untuk merumuskan alternatif strategi 
dan kebijakan perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah ; dan (3) 
dihasilkannya rumusan strategi dan alternatif kebijakan perluasan akses perempuan 
terhadap pendidikan menengah. Adapun metode yang digunakan adalah metode 
survey dan research and development (R&D). Sedangkan subjek penelitian meliputi 
lingkungan keluarga/masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan pemerintah 
daerah pada lokasi penelitian. 

BAB I : PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang. 

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan alat penting dalam mencapai 

kesetaraan dan keadilan gender. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan 

menguntungkan baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang pada gilirannya akan 

mempermudah terjadinya kesetaraan (equit4,) dalam relasi antara perempuan dan laki- 

laki dewasa pada masyarakat yang lebih luas. 



Untuk itu berbagai regulasi telah diciptakan, mulai dari pasal 3 1 UUD 1945 

yang tidak membedakan hak untuk mengenyam pendidikan bagi perempuan dan laki- 

laki. UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No.7 tahun 1984 

tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan sampai kepada Inpres No.9 

tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Kesemua regulasi tersebut 

memberikan jaminan hukum bagi persamaan kesempatan untuk laki-laki dan 

perempuan dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Namun dalam 

realitasnya, statistik gender secara nasional maupun lokal menggambarkan adanya 

kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Hal ini 

ditunjukkan oleh besarnya angka buta huruf, angka putus sekolah, dan menamatkan 

pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dialami perempuan. 

Di Sumatera Barat berdasarkan buku profil statistik dan indikator gender 

Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, terlihat bahwa selama kurun waktu 1996 - 2000 

persentase penduduk perempuan berumur 10 - 44 tahun yang buta huruf relatif lebih 

besar dibanding laki-laki. Demikian juga dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan. 

Tampak bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin sedikit jumlah perempuan 

yang dapat menamatkan pendidikan dibandingkan dengan laki-laki. Dengan kata lain 

akses perempuan untuk menjangkaulmenamatkan pendidikan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan ha1 tersebut menarik 

untuk diteliti strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah di 

Sumatera Barat, baik yang dilakukan oleh pihak keluargdmasyarakat, sekolah, 

maupun pemerintah daerah. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini secara khusus pada tahun I bertujuan untuk : ( I )  memetakan 

strategi perluasan akses perempuan yang dilakukan oleh pihak keluargdmasyarakat, 

sekolah dan pemerintah daerah ; (2) menganalisis berbagai strategi perluasan akses 

yang dilakukan oleh tripartit dan relevansinya dengan kebijakan terhadap perluasan 

akses perempuan dalam mendapatkan pendidikan menengah ; dan (3) menghasilkan 

strategi dan rumusan alternatif kebijakan perluasan akses perempuan terhadap 

pendidikan menengah di Sumatera Rarat. 

Selanjutnya pada tahun I1 bertujuan untuk : (1) melakukan sosialisasi strategi 

perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah pada Dinas Pendidikan, 



baik provinsi maupun kabupatenlkota ; (2) melakukan analisis kritis bersama dengan 

pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan untuk merumuskan alternatif strategi 

dan kebijakan perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah ; dan (3) 

dihasilkannya rumusan strategi dan alternatif kebijakan perluasan akses perempuan 

terhadap pendidikan menengah. 

3. Urgensi Penelitian 

Perluasan akses perempuan terhadap pendidikan telah menjadi kebijakan 

utama di beberapa negara berkembang selama lebih dari tiga dekade terakhir ini, 

termasuk Negara Indonesia. Jika dirunut ke belakang, perbincangan tentang 

pendidikan perempuan telah dimulai sejak tahun 1970 sejalan dengan lahirnya kritik 

di kalangan feminis terhadap model pembangunan yang merugikan perempuan. Kritik 

yang dilancarkan kaum feminis dunia tersebut, pada akhirnya melahirkan 

rekomendasi akan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Lima tahun kemudian 

diselenggarakan Konferensi Dunia I tentang perempuan di Mexico City pada tahun 

1975 yang secara tegas merekomendasikan kepada seluruh negara anggota agar diberi 

kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi perempuan (Ihromi, 2000). Konferensi 

Dunia TV tentang perempuan yang berlangsung di Beijing tahun 1995 pada akhirnya 

menetapkan rencana.program aksi di 12 bidang kritis, yang diantaranya adalah 

tentang perempuan dan pendidikan. 

Di Indonesia secara normatif, negara telah mengambil peran penting untuk 

memajukan perempuan di segala bidang sebagaimana tertera dalam pasal 28c ayat 1 

UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak 

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan 

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni serta 

budaya serta meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan umat manusia. Landasan 

hukum lain yang memastikan terciptanya kesetaraan gender adalah UU No.7 tahun 

1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan, program dan kelembagaan termasuk 

bidang pendidikan. Lebih khusus lagi UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional juga telah membuat beberapa paradigma baru yang lebih 



memberi kesempatan seluas-luasnya bagi laki-laki dan perempuan untuk 

beraprtisipasi dalam pendidikan. 

Rangkaian kebijakan pendidikan yang responsif tersebut ternyata tidak 

memberikan kesetaraan dan keadilan dalam tataran empiris. Menurut Arivia (2002) 

persoalannya adalah dalam pelaksanaannya ternyata pendidikan bukanlah sesuatu 

yang bebas nilai, karena ia merupakan produk konstruksi sosial. Terlebih-lebih ada 

jenis kelamin dalam masyarakat yaitu perempuan yang tidak selalu diuntungkan 

akibat konstruksi sosial tersebut. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal 

merupakan lembaga sosial yang amat penting dalam membentuk dan kemudian 

memposisikan individu laki-laki dan perempuan pada golongan dan strata tertentu 

dalam masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya cenderung menjadi penyebab 

munculnya berbagai bentuk ketidakadilan. 

Statistik gender secara nasional menggambarkan adanya kesenjangan antara 

laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Supriandi, dkk. (2001) dalam buku 

Fakta, Data dan Infonnasi Kesenjangan Gender di Indonesia menyebutkan bahwa 

angka partisipasi sekolah (APS) terlihat dominan rendah dalam usia 12 -1 8 tahun, 

sedangkan persentase perempuan yang buta huruf dua kali lebih besar dari laki-laki 

(13, 85% dan 6,26%). Sementara jika dilihat dari pendidikan yang ditamatkan 

perempuan lebih rendah dari laki-laki. Perempuan yang tidak menamatkan pendidikan 

dua kali lebih banyak bila dibandingkan dengan laki-laki yaitu 13,32% untuk 

perempuan dan 5,96% untuk laki-laki. Pendapat senada dikemukakan oleh Arivia 

(2002), rata-rata angka masuk sekolah perempuan adalah 49,18% sedangkan laki-laki 

50,82% di tingkat sekolah dasar. Untuk tingkat SLTP angka masuk siswa perempuan 

turun menjadi 46,43% sedangkan laki-laki menjadi 53,56%. Sementara di tingkat 

SLTA angka masuk perempuan mencapai 41,45% sedangkan laki-laki 58,55%. Di 

perguruan tinggi, rata-rata angka masuk perempuan hanya 33,36%, sedangkan laki- 

laki 66,44%. Dengan demikian, angka-angka statistik partisipasi bersekolah 

masyarakat tersebut menunjukkan makin tinggi tingkat jenjang pendidikan maka 

makin rendah akses perempuan terhadap pendidikan. 

Di Sumatera Barat berdasarkan profil statistik dan indikator gender Provinsi 

Sumatera Barat tahun 2000, terlihat bahwa selama kurun waktu 1996 - 2000 juga 

memperkuat kenyataan bahwa rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan 



apabila dibandingkan dengan laki-laki. Indikator lain yang dapat menggambarkan 

perluasan akses dan pemerataan kesempatan masyarakat dalam mengenyam 

pendidikan adalah gambaran siswa oputus sekolah (angka putus sekolah). Tabel 

berikut akan mengungkapkan jumlah siswa putus sekolah di Sumatera Barat untuk 

tahun ajaran 200612007. 

Tabel 1 : Jumlah Siswa Putus Sekolah di Sumatera Barat Tahun Ajaran 2006/2007. 

Sumber : Data Statistik Subdin Program Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, 2008. 

Dari data pada tabel 1 dapat dipahami bahwa : Pertama, kesempatan untuk 

memperoleh akses dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan ternyata 

belum merata menjangkau semua lapisan masyarakat yang menyebar pada daerah 

kota dan desa. Hal ini ditandai dengan jumlah siswa putus sekolah bervariasi pada 

masing-masing daerah. Kedua, jumlah siswa putus sekolah SMP dan sederajat 

ternyata lebih tinggi (dominan) bila dibandingkan dengan SD dan SMA. Hal ini 

berindikasi rendahnya akses siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. 

Fenomena kesenjangan gender di bidang pendidikan sebagaimana terungkap 

sebelumnya, perlu segera mendapatkan upaya perbaikan yang komprehensif. Untuk 

itu penelitian ini penting dilakukan terlebih mengingat pencapaian target Millenium 

Development Goals (MDGs) tahun 20 15 diharapkan dapat mencapai tujuan. Satu 



diantara berbagai tujuan tersebut adalah meningkatkan kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan di segala bidang termasuk bidang pendidikan. 

BAB LI : TINJAUAN PUSTAKA 

Pendidikan dalam suatu bangsa memegang peranan yang cukup penting. 

Perkembangan dan kemajuan sumberdaya pada suatu negara sangat bergantung pada 

hasil pendidikan yang memberikan kesempatan pada perkembangan manusia secara 

utuh (Tilaar, 1999). Dalam rangka membentuk manusia yang utuh, pendidikan di 

Indonesia hendaknya berupaya menjunjung tinggi adanya kesetaraan dan keadilan 

gender. Kesetaraan gender adalah keadaan dimana perempuan dan laki-laki memiliki 

status yang sama sebagai manusia dan mewujudkan kemampuannya untuk berperan 

aktif dalam pembangunan. Sementara itu keadilan gender merupakan proses yang adil 

terhadap perempuan dan laki-laki. Supaya proses untuk menjadi adil tenvujud, 

diperlukan banyak langkah untuk menghentikan hal-ha1 yang secara sosial dan 

menurut sejarah menghambat perempuan danlaki-laki untuk bisa berperan dan 

menikmati hasil dari peran yang dimainkan. Keadilan gender dalam pendidikan secara 

tegas dicantumkan ke dalam Deklarasi Beijing tahun 1996 bahwa : "pendidikan 

merupakan hak asasi manusia dan alat penting dalam mencapai kesetaraan, 

perkembangan dan perdamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan 

menguntungkan baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang pada gilirannya akan 

mempermudah terjadinya kesetaraan (equityl dalam relasi antara perempuan dan laki- 

laki dewasa pada masyarakat yang lebih luas." ha1 senada juga dapat ditemui dalam 

kebijakan pendidikan untuk semua (educational for all) yang telah disepakati di 

Dakkar Singal. Beberapa isi dari kesepakatan tersebut berkaitan dengan pendidikan 

dan kesetaraan gender yakni : Pertama, menjamin bahwa menjelang 20 15 semua anak 

khususnya perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk 

etnik minoritas, mempunyai akses dalam menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas 

dan wajib dengan kualitas baik. Kedua, mencapai perbaikan 50% pada tingkat literary 

orang dewasa menjelang tahun 20 15 terutama bagi kaum perempuan dan akses yang 

adil pada pendidikan dasar dan herkelanjutan bagi semua orang dewasa. Ketiga, 

menghapus disparitis gender di bidang pendidikan dasar dan menengah menjelang 

tahun 20 15 dengan fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan prestasi yang 

sama dalam pendidikan yang berkualitas (Depdiknas, 2003). 



Penelitian Suryadi (dalam Sukesi, 2002) menyebutkan ketidaksetaraan gender 

di bidang pendidikan terjadi antara lain dari gejala berbedanya akses atau peluang 

bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan, rendahnya angka 

partisipasi perempuan pada setiap studi, dan akses bagi partisipasi perempuan 

terhadap jurusan, ilmu dasar seperti fisika, kimia biologi dan tekonologi industri 

masih rendah. Penelitian yang lebih intens tentang bias gender dalam pendidikan oleh 

Muthali'in (2001) yang secara umum menyimpulkan bias gender di sekolah tidak 

hanya ditemukan dalam proses pembelajaran (seperti buku pelajaran, media dan 

metoda, komponen-komponen proses belajar mengajar) tetapi juga tercermin dalam 

sistem sosial yang berlangsung di sekolah. Hal senada juga dikemukakan Fadhil 

(2002) yang menyebutkan bahwa dalam 210 juta jiwa lebih penduduk Indopnesia, 

50,3% diantaranya perempuan dan dari jumlah tersebut, 65% berada pada usia 

produktif (15 - 60 tahun). Namun angka statistik secara umum menonjolkan bahwa 

kaum perempuan mendapat posisi yang kurang menguntungkan terutama dalam 

bidang pendidikan. 

Bias gender dalam pendidikan ternyata merugikan satu peran gender yaitu 

perempuan. Padahal menurut Moore (1996) bila ditinjau dari teori hngsional peran 

' sekolah dapat meningkatkan modal sosial laki-laki dan perempuan. Ternyata 

peningkatan modal sosial antara perempuan dan laki-laki tidak mengalami persamaan. 

Demikian juga dengan teori konflik. Berdasarkan teori ini direkomendasikan bahwa 

isi kurikulum mengandung bias kultural yang kadangkala mendistorsi perempuan dan 

dimensi-dimensi kehidupan yang penting buat perempuan. Di sisi lain dapat 

dijelaskan bahwa paling tidak ada tiga macam paradigma yang biasa mewamai gerak 

langkah lembaga pendidikan. Perrama, paradigma konservatif yang menyebutkan 

ketidaksetaraan merupakan hukum alam dan oleh karenanya mustahil untuk dihindari. 

Perubahan sosial bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan dengan serius. Menurut 

paradigma ini menjadi miskin, tertindas, terpenjara adalah buah dari keslahan mereka 

sendiri karena kelalaian mereka untuk belajar dan bekerja keras. Kedua, paradigma 

liberal yang menganggap bahwa persoalan ekonomi politik tidak berkaitan langsung 

dengan pendidikan. Oleh karenanya usaha-usaha pemecahan persoalan pendidikan 

yang dilakukan pada umumnya berupa usaha-usaha reformasi yang bersifat kosmetik 

seperti pembangunan kelas dan fasilitas baru, memodernkan peralatan sekolah, 



pengadaan laboratorium atau komputer dan sebagainya, yang secara umum terisolasi 

dari sistem dan struktur ketidakadilan kelas, gender, dominasi budaya, dan represi 

politik yang ada dalam masyarakat. Pendidikan justru berfungsi untuk menstabilkan 

norma dan nilai masyarakat, menjadi media untuk mensosialisasikan, dan 

memproduksi nilai-nilai tata susila agar berfungsi dengan baik. Paradigma ini pada 

umumnya membangun kesadaran dimana pendidikan tidak berusaha mempertanyakan 

sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik atau 

given, dan oleh karenanya tidak perlu dipertanyakan (Fakih dalam O'Neil, 2001). 

Ketiga, paradigma kritis yang memandang pendidikan sebagai arena perjuangan 

politik. Pendidikan dengan paradigma ini mengagendakan perubahan struktur secara 

fundamental di dalam masyarakat. Bagi mereka, kelas dan diskriminasi gender dalam 

masyarakat tercermin pula dalam dunia pendidikan. Untuk itu urusan pendidikan 

adalah melakukan refleksi kritis terhadap ideologi yang dominan ke arah transformasi 

sosial. Tugas utama pendidik adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap 

sistem dan struktur ketidakadilan serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju 

sistem sosial yang lebih adil. Paradigma ini mengadopsi kesadaran kritis dengan cam 

melatih anak didik untuk mampu mengidentifikasi segala bentuk ketidakadilan yang 

mengejewantah dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian melakukan analisis 

bagaimana sistem dan struktur itu bekerja serta bagaimana mentransformasikannya. 

Perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah dirasakan 

urgensinya demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. 

Untuk itu pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan hams dilakukan secara 

simultan agar perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi 

yang mereka miliki. Pemberdayaan merupakan respon yang dipengaruhi oleh 

meningkatnya kesadaran pada skala obyektif terhadap eksistensi diri, posisi, dan juga 

masa depan individu ataupun kelompok. Oleh Fakih (1996) dikatakan bahwa 

pemberdayaan dianggap sebagai jalan yang penting menuju suatu perubahan. Lerman 

dan Porter (l990), Worrel dan Remer (1992) serta MacDonald (1993) mengemukakan 

pandangannya bahwa pemberdayaan (empowerment) merupakan kerangka proses : (1) 

individu dapat mengidentifikasi dan menyadari situasinya, dan alternatif-alternatif 

penyelesaian masalahnya ; (2) individu memiliki kekuatan-kekuatan personal untuk 

mengatasi dan mengendalikan siti~asi secara tidak langsung dan selanjutnya secara 



langsung ; dan (3) individu memiliki keberanian dan keterampilan untuk menghadapi 

situasi-situasi yang menekan dari luar. Disini selain menunjuk pada proses 

empowerment juga menunjuk pada hasil dari proses tersebut. 

Pemberdayaan merupakan suatu proses dan sekaligus hasil dari proses 

tersebut. Pemberdayaan tenvujud sebagai redistribusi kekuasaan, apakah antar negara, 

kelas, kasta, ras, gender atau individu. Selanjutnya tujuan pemberdayaan perempuan 

adalah untuk mengeliminir ideologi patriarki, yaitu dominasi laki-laki terhadap 

perempuan, mengubah struktur dan pranata yang memperkuat dan melestarikan 

diskriminasi gender dan ketidaksamaan sosial, baik dalam keluarga, masyarakat, 

maupun negara. Proses dan pranata pendidikan, media, praktek dan sistem kesehatan, 

perundang-undangan dan peraturan, proses politik, model-model pembangunan dan 

pranata pemerintahan memberi kemungkinan bagi perempuan untuk memperoleh 

akses kepada penguasaan terhadap sumber-sumber material maupun pusat-pusat 

informasi yang berupa akses terhadap modal sosial, modal budaya, dan modal 

ekonomi. Maka proses pemberdayaan harus mempersoalkan semua struktur dan 

sumber kekuasaan tersebut. Namun Tan (1997) mengingatkan bahwa proses 

pemberdayaan perempuan haruslah demokratis dan bersifat membagi kekuasaan. 

pemberdayaan perempuan berarti keinginan, bahkan tuntutan membagi kekuasaan 

(sharing power) dalam posisi setara (equal), representasi serta partisipasi dalam 

pengambilan keputusan, yang menyangkut kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Secara kongkrit menurut Fadhil (2002) untuk mengatasi rendahnya kualitas 

sumberdaya perempuan dan kualitas peran perempuan maka diupayakan program- 

program antara lain : 

a. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan pendidikan dan pelatihan. 

b. Penyiapan lingkungan yang lebih kondusif untuk kesetaraan akses dan 

kesempatan mengikuti pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki. 

c. Pengembangan kebijakan pendidikan yang berperspektif gender. 

d. Pengarusutamaan gender dalam tingkat partisipasi, kurikulum, materi 

pelajaran, proses pembelajaran, dan pelaku pendidikan. 



e. Penyediaan sistem dukungan sosial bagi peningkatan kesempatan anak 

perempuan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, pendidikan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek), serta kejuruan. 

f. Peningkatan pengetahuan perempuan mengenai penerapan teknologi tepat 

guna yang berperspektif gender. 

Upaya perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah 

memerlukan kerjasama ketiga lingkungan (tripartit) yaitu lingkungan keluargd 

masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan pemerintah daerah. Dari segi 

lingkungan keluargd masyarakat dapat dilihat melalui dukungan, kontribusi yang 

diberikan dan kontrol sosial masyarakat. Iklim ekonomi yang tidak memungkinkan 

sebuah keluarga menyekolahkan anaknya mengakibatkan mereka memprioritaskan 

laki-laki untuk sekolah jika dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan sikap sosial 

selalu membentuk streotipe bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena 

tugas utamanya adalah mengurus pekerjaan-pekerjaan domestik seperti memasak, 

mengasuh anak, dan melayani suami. 

Kemudian upaya dari lingkungan sekolah menyangkut bagaimana bentuk 

sosialisasi, sistem penjaringan, penyeleksian dan penerimaan input, maupun 

kebijakan-kebijakan alternatif yang ditawarkan. Sementara itu dari segi pemerintah 

daerah menyangkut kontrol pemerintah melalui kebijakan, program-program, maupun 

operasionalisasi di lapangan. 

Peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang sensitif gender tentunya 

akan memperluas akses perempuan terhadap pendidikan. Beberapa kebijakan tersebut 

dapat dipaparkan sebagai berikut : 

a. Kebijakan yang memastikan akses pendidikan, dalam pengertian melindungi 

perempuan dari diskriminasi pendidikan. Beberapa ha1 terkait dengan ini 

adanya bantuan finansial bagi yang membutuhkan, tidak mengalami proses 

pendidikan yang streotip, serta penyediaan fasilitas yang memadai termasuk 

kualitas pengajar yang berperspektif gender. 

b. Kebijakan yang memperhatikan adanya persoalan bidaya partriarki, yaitu 

pemberian sangsi terhadap institusi-institusi pendidikan yang mempraktekkan 

diskriminasi terhadap perempuan. 



c. Kebijakan yang berpihak pada ekonomi lemah, dalam kaitan ini memastikan 

akses pendidikan untuk semua golongan bahkan memperjuangkan pendidikan 

gratis untuk pendidikan dasar dan menengah. Disamping itu sekolah swasta 

yang melayani keluarga mampu harus menyediakan proporsi tertentu dari 

keluarga yang tidak mampu. 

d. Kebijakan yang memperhatikan kurikulum dan teks-teks sekolah. Kebijakan 

ini memberi penekanan pada upaya untuk menghindari kurikulum yang bias 

gender, bahkan mewajibkan pendidikan gender di dalarn setiap tingkat 

pendidikan. 

Berkaitan dengan pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penelitian yang akan dilakukan dapat digambarkan melalui kerangka konseptual 

sebagai berikut : 



Strategi perluasan akses 
perempuan terhadap pendidikan 

Keluarga/masyarakat : 
a. Dukungan. 
b. Kontribusi yang 

diberikan. 
c. Kontrol sosial. 

Sekolah : 
a. Sosialisasi. 
b. Sistem penjaringan. 
c. Penyeleksian dan 

penerimaan input. 
d. Kebijakan alternatif 

dari sekolah. 

Pemerintah Daerah : 
a. Kontrol. 
b. Kebijakan yang 

berpihak pada 
perluasan akses. 

c. Program-program. 
d. Operasionalisasi 

program. 

Dihasilkannya strategi dan rumusan alternatif 
kebijakan perluasan akses perempuan terhadap 

-a=- 
{ 

Tahun I1 : 

a. Rumusan strategi perluasan akses Perempuan terhadap pendidikan menengah. 
b. Rumusan alternatif kebijakan. 

J 
w 

BAB rn : METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan metode kualitatif. 

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman (insight) yang menyeluruh 

(whole) dan tuntas (exhaustive) mengenai aspek-aspek yang relevan dengan tujuan 

penelitian. Menurut Singarimbun (1989) penelitian yang bersifat deskriptif analitis 

mencoba memahami gejala sosial secara cermat mengenai satu fenomena sosial 



tertentu, dalam konteks ini fenomena pendidikan dan gender. Sedangkan Vredenbergt 

(1979) menyebutkan sebagai suatu penelitian sosial yang berupaya menggambarkan 

realitas sosial yang komplit dengan konsep-konsep atau teori-teori yang 

dikembangkan oleh ilmu sosial. Singkatnya jenis penelitian ini berusah menjawab apa 

penjelasan terperinci mengenai gejala sosial seperti yang dimaksud dalam pertanyaan 

penelitian. 

Disamping itu juga digunakan metode penelitian dan pengembangan 

(Research and Development = R & D), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasikan produk dan menguj i keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 20 10). 

Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau 

tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk berupa rekomendasi 

kebijakan baru tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain produk sehingga 

dapat diketahui kekuatan dan kelemahannya. 

Informan penelitian ini terdiri dari kalangan keluargalmasyarakat, sekolah dan 

pemerintah daerah. Untuk kalangan keluarga/masyarakat dipilih menggunakan teknik 

snowball sampling (Bogdan dan Biklen, (1998) ; Moleong (2000). Sementara 

informan penelitian dari kalangan sekolah dan pemerintah daerah dipilih secara 

purposive. Sedangkan pemilihan lokaii penelitian dengan mempertim bangkan 

perolehan data dalam mencermati perluasan akses perempuan terhadap pendidikan 

menengah seperti kondisi ekonomi masyarakat, budaya, serta letak sekolah. 

Berdasarkan ha1 tersebut, maka lokasi penelitian ditetapkan satu kabupaten dan satu 

kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota dan 

Kota Padang. Adapun teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah : (1) 

wawancara mendalam (depth interview) menggunakan pedoman wawancara ; dan (2) 

studi dokumentasi dengan menggunakan lembaran pencatat. Untuk lebih jelasnya 

akan disajikan dalam bentuk matriks berikut : 



Data yang diperoleh diolah secara kualitatif. Langkah utama adalah membuat 

klasifikasi yang merumuskan kategori-kategori yang terdiri dari gejala-gejala yang 

sama atau yang dianggap sama sampai kepada penafsiran arti dan jawaban 

(Vredenbergt, 1979). Penafsiran dan interpretasi data merupakan proses pemberian 

makna pada analisis dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Model yang 

digunakan dalarn analisis data penelitian ini berpedoman kepada apa yang 

dikemukakan Miles dan Huberman (1992) dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Reduksi data. Data yang terkumpul direduksi guna menajamkan analisis, 

menonjolkan hal-ha1 yang penting, menggolongkan, mengarahkan membuang 

yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis 

sehingga dapat dibuat sesuatu kesimpulan yang bermakna. 

b. Penyajian data, yang merupakan proses penggambaran dari keseluruhan 

kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh sehingga 

peneliti dapat memahami jawaban dari permasalahan yang diteliti. 

c. Penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dan diolah kemudian disimpulkan 

sesuai dengan klasifikasi data menuju suatu konfigurasi yang utuh. Jika terjadi 

kekurangan data atau kesalahan data yang diambil, maka dapat dilakukan 

proses ulang dengan tahapan yang sama. 

No. 

1 .  

2. 

Teknik 
Pengumpulan 

Data 

Wawancara 
dan studi 
dokumentasi. 

Wawancara. 

Jenis Data 

Upaya-upaya yang telah 
dilakukan oleh 
keluargalmasyarakat, 
sekolah dan pemerintah 
daerah dalam perluasan 
akses perempuan terhadap 
pendidikan menengah. 

Strategi dan kebijakan 
alternatif bagi perluasan 
akses perempuan terhadap 
pendidikan menengah. 

Teknik 
Pengumpulan 

Data 

Pedoman 
wawancara 
dan lembaran 
pencatat. 

Pedoman 
wawancara. 

Sumber Data 

a. Keluarga/masyarakat. 
b. Sekolah (guru, kepala 

sekolah, siswa, dan komite 
sekolah. 

c. Pemerintah daerah (Dinas 
Pendidikan KabupateniKota 
Dan UPTD Pendidikan 
Kecamatan). 

a. Dinas Pendidikan 
Kabupatemota dan 
UPTD Pendidikan 
Kecamatan. 

b. Masyarakat. 
c. Sekolah. 
d. Siswa. 



Kemudian dari segi alur penelitian setiap tahunnya dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

Tahun I (40%) : 

1. Memetakan strategi perluasan akses perempuan yang dilakukan oleh pihak 
keluarga/masyarakat, sekolah dan pemerintah daerah. 

2. Menganalisis berbagai strategi perluasan akses yang dilakukan oleh tripartit dan 
relevansinya dengan kebijakan terhadap perluasan akses perempuan dalam mendapatkan 
pendidikan menengah. 

3. Menghasilkan strategi dan rumusan alternatif kebijakan perluasan akses perempuan 
terhadap pendidikan menengah di Sumatera Barat. 

Tahun I1 (60%) 

1. Melakukan sosialisasi strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah 
pada Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun kabupatenkota. 

2. Melakukan analisis kritis bersama dengan pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan 
untuk merumuskan alternatif strategi dan kebijakan perluasan akses perempuan terhadap 
pendidikan menengah. 

3. Menghasilkan rumusan strategi dan alternatif kebijakan perluasan akses perempuan 
terhadap pendidikan menengah. 

BAB IV. JADWAL PELAKSANAAN. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu dua tahun. Tahun pertama 

dimulai setelah Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (SP3) yang 

diperkirakan sekitar bulan April, dan pelaksanaannya berakhir bulan November. 

Untuk lebih lengkapnya jadwal pelaksanaan penelitian tertera pada matrik berikut : 



TAHUN I 

Apabila penelitian dilanjutkan pada tahun kedua maka direncanakan 

sebagaimana yang dilaksanakan pada tahun pertama. Untuk lebih jelasnya terungkap 

pada matrik berikut : 

TAHUN 11 

erempuan melalui review 
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